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Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertanggung-jawaban pidana 
terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk dan untuk 
mengetahui putusan hakim mengenai sanksi yang diberikan terhadap tindak 
pidana pembunuhan yang dilakukan oleh  orang mabuk. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan apabila 
dilihat dari jenis penelitian termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder.Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
yaitu melalui studi dokumen baik berupa buku-buku, peraturan perundang-
undangan, dan arsip. Teknik analisis data adalah teknik analisis data kualitatif. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk dalam hal ini adalah dapat 
dipertanggung jawabkan secara pidana perbuatannya. Meskipun mabuk menjurus 
ketidak mampuan bertanggungjawab atau kekurang mampuan untuk itu. Tetapi 
dilihat dari perbuatannya orang mabuk tersebut terdapat sifat melawan hukum. 
Dan orang yang melakukann perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. 
Dalam hal ini perbuatannya telah masuk dalam rumusan delik Pasal 338 KUHP 
jika perbuatan itu dilakukan secara spontanitas dan Pasal 340 KUHP ketika 
perbuatan itu direncanakan terlebih dahulu, yang mana orang tersebut sengaja 
mabuk agar berani melakukan tindak pidana pembunuhan. Dan dari berbagai 
putusan hakim, bagi orang mabuk yang melakukan tindak pidana pembunuhan, 
hakim dengan segala pertimbangannya, telah memberi putusan bahwa orang 
mabuk yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu telah dikenakan Pasal 338 
KUHP.  Karena dalam hal ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya baik 
alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan 
bersalah dan untuk itu harus diberikan hukuman yang setimpal dengan 
perbuatannya. 
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This study aims to find criminal liability to acts of criminal homicide 
committed by drunken people and to know the judge's decision regarding the 
sanction given to acts of criminal homicide committed by drunken people.  
This research is research that is prescriptive and, when seen from this type 
of research includes studies of normative law. Type of data used is data that is 
used sekunder. Technic data collection is through the study of the documents 
either in the form of books, legislation, and archives. Data analysis techniques 
are qualitative data analysis techniques.  
Based on this study obtained results that crime murders committed by 
drunks in this case is accountable in criminal actions. Despite the inability to lead 
intoxicated or complete lack of responsibility for it. But seen from the actions of 
people drunk is against the law of nature there. And people who melakukann act 
has an error or fault. In this case his actions had been included in the formulation 
of Article 338 of the Criminal Code offense if the act was done spontaneously and 
Article 340 of the Penal Code when the act was premeditated, in which the person 
is deliberately drunk to stand criminal act of murder. And from the various 
judgments, for drunks who commit criminal homicide, the judge with all 
discretion, has given the verdict that a drunken man who did the crime murder 
has been imposed Article 338 of the Penal Code. Since in this case the defendant 
himself did not find any good reason for forgiveness and justification, then the 
defendant should be convicted and therefore must be given appropriate 
punishment with the actions.  
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A. Latar Belakang 
Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam 
masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga 
mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat 
untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar 
nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu 
masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai 
perbuatan pidana untuk ditindak (Moeljatno, 2003 : 6). 
“Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam 
penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas 
kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan 
korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan 
secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan)” (Moeljatno, 2004 : 
167). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap 
pelaku tindak pidana, Posisi sanksi pidana juga berkedudukan sebagai 
ultimum remedium dalam pengertian apabila upaya-upaya atau usaha-usaha 
lain gagal dalam mencegah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki. Upaya-
upaya lain yang dimaksud dalam hal ini, bisa dengan menggunakan sanksi 
perdata, sanksi administratif atau bahkan sanksi sosial. Apabila semua sanksi-
sanksi ini tidak mempan, maka alternatif terakhir adalah dengan menggunakan 
sanksi pidana, yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan 
tersebut. 
Dalam hukum pidana positif di Indonesia, jenis-jenis sanksi yang 
diterapkan kepada pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP 
yaitu: 
1. Hukuman pokok, yang terdiri dari hukuman mati, hukuman pidana, 
hukuman kurungan, dan hukuman denda 
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terdiri dan : pencabutan beberapa hak 
tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan 
hakim. 
   
 
 
Berkaitan dengan hukuman, dalam hukum positif di Indonesia 
mengenai tindak pidana pembunuhan seseorang diatur dalam Bab XIX Buku 
ke II Pasal 338-350 KUHP, dan pada Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa 
“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dan pada 
Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa sengaja dan dengan 
rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena 
pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau selama waktu tertentu”. Bentuk pokok dan kejahatan 
terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau 
menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja biasa maupun sengaja yang 
direncanakan. Pembunuhan sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk 
membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni 
maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, 
merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang 
pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan 
menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, adapun unsur-unsur 
pembunuhan yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa 
dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. 
Adapun sanksi pembunuhan biasa yang sanksinya lebih ringan 
dibandingkan dengan sanksi yang diberikan kepada pembunuhan 
direncanakan. Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana positif 
yakni dapat dipertanggungjawabkannya dan si pembuat, adanya perbuatan 
melawan hukum, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. 
The felony murder doctrine defines as murder any death occurring in 
the course of a felony without regard to whether the death was the result of 
accident, negligence, recklessness or purpose. Hence, a person is guilty of 
murder if he is criminally responsible for the underlying felony. Since this 
doctrine requires no proof of any culpability with respect to the victim's death, 
the crime of felony murder is one of strict or absolute liability (McQuillan, 
1986 :821). 
   
 
 
By definition, criminal homicide is a collective transaction. An 
offender, victim, and possibly an audience engage in an interchange which 
leaves the victim dead. Furthermore, these transactions are typically situated, 
for participants interact in a common physical territory (Wolfgang, 1958: 
203-205; Wallace, 1965). 
“Pengertian mabuk dapat diartikan sebagai keadaan keracunan karena 
konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan 
mental dan fisik” (Eva Handayani, 2006 : 112).  
“ Mabuk dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang 
dapat diidentifikasikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, 
keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan 
kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk 
kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau pemabuk” (Muhtadi, 2003 : 
93). 
Oleh karena itu pengertian mabuk dapat ditegaskan sebagai keadaan 
keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan 
kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi psikologis tersebut dapat 
diidentifikasikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, 
keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan 
kelakuan-kelakuan aneh lainnya. 
An alcohol offence is present in up to 60% of violent crimes (Quensel, 
1984). The offences most often connected with alcoholism are homicide, 
sexual offences, and arson (Hore, 1988). In northern Sweden, one-third of all 
homicides were committed by alcoholics or drug addicts (Lindqvist, 1991). 
Similarly high rates have been described in Denmark (Gottlieb et al., 1988) 
and the USA (Mayfield, 1976). In a cross-cultural comparison of alcohol and 
homicide in 14 European countries, total alcohol sales were positively and 
statistically significantly associated with homicide rates, specifically in the 
northern European countries with a drinking culture that is characterized by 
heavy drinking episodes (Rossow, 2001). In Russia, rates of alcohol 
consumption and homicide are among the highest in the world. Models 
employed to estimate the impact of alcohol consumption on regional 
homicides revealed a significant relationship between alcohol consumption 
and homicide. 
Mabuk di Indonesia tidak merupakan kejadian sehari-hari. Hal ini 
berhubungan dengan hidup keagamaan dan iklim daerah ini, yang tidak 
   
 
 
membutuhkan pemakaian alkohol secara mutlak. Tidak demikian halnya di 
negara-negara di Eropa dan Amerika. Di sini alkohol bukanlah minuman yang 
istimewa. Pemabukan banyak terjadi dan oleh karena pemabukan ini dapat 
menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum yang berupa 
kejahatan atau pelanggaran, maka hukum pidana bersangkut paut pula dengan 
persoalan pemabukan. Menjadi persoalan bagaimana menilai perbuatan 
seseorang yang dilakukan dalam keadaan mabuk. Alkohol dapat menyebabkan 
intoksikasi (keracunan, kebiusan) dari otak. Minuman seolah-olah 
mengakibatkan psychoseacuut, dengan tanda cirinya antara lain euphorie 
(perasaan hebat, gembira), kehilangan rem-rem moril, kurang kritik terhadap 
diri sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap bahaya, 
konsentrasi yang sedikit (Sudarto, 1990 : 99-100). 
Adapun  salah satu contoh kasusnya seperti di Sleman, pembunuhan  
terhadap Muhammad Eko Sukardiyanto mahasiswa semester VII UMY, yang 
mana pembunuhan ini dikarenakan pelaku dalam pengaruh mabuk dan juga 
Pembunuhan yang dilakukan oleh Briptu Sofyan terhadap mahasiswa STKIP 
Kabupaten Garut, Herman alias Oday. Terdakwa Briptu Sofyan saat itu dalam 
kondisi mabuk dan terpengaruh alkohol ketika menembak Herman.  
Mengenai contoh kasus mengenai tindak pidana pembunuhan yang 
dilakukan oleh orang mabuk ini sangatlah sulit untuk ditentukan secara pasti 
pertanggung-jawaban  pidananya karena harus dibuktikan terlebih dahulu 
apakah pelaku sengaja terlebih dahulu merencanakan untuk memabukkan diri 
sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan agar menjadi berani ataukah 
pelaku  melakukan perbuatan yang tidak disadari yakni melakukan tindak 
pidana pembunuhan karena pengaruh dari keadaan mabuk tersebut.  
Dan selain untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana 
terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk, 
penulis juga menampilkan putusan-putusan hakim, seperti putusan Mahkamah 
Agung nomor : 908 K/Pid/2006 dan putusan Mahkamah Agung nomor : 59 
K/MIL/2009 yang mana putusan-putusan hakim tersebut dapat mempermudah 
bagi penulis untuk melakukan pembahasan sehingga mengetahui putusan 
hakim mengenai sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana pembunuhan 
yang dilakukan oleh orang mabuk. 
Jadi berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik  untuk 
mempelajari dan melakukan kajian yuridis terhadap persoalan, bagaimana 
   
 
 
menilai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk. Oleh 
karena itu, penulis kemudian menuangkannya dalam penulisan hukum dengan 
judul yaitu sebagai berikut : 
“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK 
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG 
MABUK”. 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah mrupakan hal yang sangat penting dalam setiap 
penelitian karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul 
secara jelas dan sistematis sehingga penelitian akan lebih terarah pada sasaran 
yang akan dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih menegaskan 
masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan suatu pemecahan 
masalah yang tepat dan mencapai tujuan. 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat 
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :  
1. Bagaimanakah pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk? 
2. Bagaimanakah putusan hakim mengenai sanksi yang diberikan terhadap 
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh  orang mabuk? 
C. Tujuan Penelitian 
”Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan 
hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu 
keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari dukungan sebab 
akibatnya, atau kecenderugan-kecenderungan yang timbul” (Soerjono 
Soekanto, 1986 : 3). 
Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu : 
tujuam obyektif dan tujuan subyektif, dimana tujuan obyektif merupakan 
tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan 
   
 
 
subyektif berasal dari penulis sendiri, maka dari itu dalam penelitian ini tujuan 
obyektif dan subyektif adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak 
pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk. 
b. Untuk mengetahui putusan hakim mengenai sanksi yang diberikan 
terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh  orang 
mabuk. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk melengkapi persyaratan akademis guna mencapai derajat 
sarjana (Stratum 1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta kemampuan analitis 
bagi penulis di bidang ilmu hukum baik dari segi teori maupun praktik 
dalam hal ini lingkup Hukum Pidana. 
c. Untuk meningkatkan serta mendalami berbagai teori yang telah penulis 
peroleh selama berada di bangku kuliah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
a. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menambah 
wawasan kepustakaan terkait permasalahan yang berhubungan dengan 
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk. 
b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, 
atau pembaca yang tertarik dalam hukum Pidana. 
c. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam 




   
 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti, melatih 
mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur 
kemampuan dalam ilmu yang diperoleh. 
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan yang 
diberikan  penulis dalam perkembangan Hukum Pidana dan 
bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan dalam penelitian 
pada masa yang akan datang.  
E. Metode Penelitian 
“Metode berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara 
melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu 
yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara 
melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya 
ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis)” 
(AbulKadir Muhammad, 2004 : 57). 
“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 35). 
Metode Penelitian merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses 
penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Penelitian merupakan suatu 
kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan 
secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai 
dengan metode atau cara tertentu ; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, 
sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam 
suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2004 : 42).  
“Dengan demikian metodelogi penelitian merupakan suatu unsur yang 
mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan” (Soerjono Soekanto, 2008 : 8).  
Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian menggunakan 
metode penulisan antara lain sebagai berikut : 
 
   
 
 
1. Jenis Penelitian 
“Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum seperti ini, tidak mengenal 
penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-
bahan hukum” (Johny Ibrahim, 2006 : 46). 
“Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 
disusun secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan” (Soerjono 
Soekanto, 2006 : 15). 
2. Sifat Penelitian 
“Ilmu hukum mempunyai karateristik sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif dan terapan sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum 
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 
konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum” (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006 : 22). Dengan sifat penelitian preskriptif ini diharapkan 
dapat menghasilkan argumentasi berupa rekomendasi yang dapat 
digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
“Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, 
teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah” 
(Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 22). 
3. Pendekatan Penelitian 
“Pendekatan Penelitian Kegiatan penelitian ditandai dengan objektif 
dan logis. Kegiatan penelitian harus dilakukan secara cermat, teliti, dan 
sabar serta memerlukan kebenaran, sebab hasil penelitian kadangkala 
berlawanan dengan norma tata aturan yang berlaku dalam suatu 
masyarakat dalam periode tertentu” (Beni Ahmad Saebeni, 2008 : 16-17). 
“Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian 
hukum terdapat lima pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan 
(statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 
   
 
 
(historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) 
dan pendekatan konseptual (conceptual approach)” (Peter Mahmud 
Marzuki, 2009 : 93). 
Dalam penelitian hukum ini, Penulis akan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus 
(case approach).  
“Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan 
perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan 
hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian” (Johny 
Ibrahim, 2006 : 302). 
“Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan 
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut 
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani” (Peter Mahmud Marzuki, 
2007 : 93). Dalam hal ini penulis akan menggunakan hasil telaah terhadap 
peraturan perundang-undangan untuk menjadi bahan argument guna 
memberikan rekomendasi penyelesaian terhadap permasalahan yang 
sedang diteliti oleh penulis. 
Dan pada penelitian ini juga digunakan pendekatan studi kasus  
(case approach) dengan memahami kasus yang terjadi yang di dalamnya 
terdapat isu hukum untuk diteliti sehingga dalam metode pendekatan studi 
kasus ini diperlukan putusan yang berkaitan dengan kasus yang sedang 
diteliti. 
4. Jenis Data  
“Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai 
variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan 
antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku 
pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data 
primer dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder” 
(Soerjono Soekanto, 2006 : 11). Data-data yang diperoleh dalam penelitian 
ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder 
   
 
 
mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, 
penelaah dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan 
seperti buku-buku literatur, Koran, majalah, dan arsip yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas. 
5. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa : 
a. Bahan Hukum Primer 
“Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dikeluarkan 
oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-
undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat dan konvensi” 
(Burhan ashofa, 2001 :103). Dalam hal ini penulis menggunakan 
bahan hukum primer, yaitu :  
1) Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 
3) Kitab Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
4) Putusan Mahkamah Agung  Nomor : 908 K/Pid/2006 
5) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 59 K/MIL/2009 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : 
1) Buku-buku atau literatur yang terkait hukum pidana; 
2) Hasil karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini; 
3) Bahan-bahan penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian 
ini; 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang bersifat 
menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis 
menggunakan bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu : bahan dari 
   
 
 
media internet, kamus, serta bahan-bahan lainnya yang terkait dengan 
permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. 
6. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini, pengumpulan data 
dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau studi 
dokumen, yaitu pengumpulan data dengan jalan mengkaji sumber data 
yang disebut diatas dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang 
diteliti dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan 
kepustakaan. 
7. Teknik Analisis Data 
 Pada kegiatan penelitian ini, penulis tidak hanya berhenti pada 
tahap pengumpulan data, karena setelah data yang dikumpulkan 
didapat, maka data tersebut masih perlu diolah dan dianalisa, agar data 
tersebut dapat menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian 
ini nantinya. Bahan hukum yang telah penulis peroleh dalam studi 
kepustakaan, berupa aturan perundang-undangan, buku-buku atau 
literatur, internet, serta bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian akan penulis sajikan 
secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan. 
Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan teknik 
analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & 
Biklen, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong adalah upaya yang 
dilakukan denga jalan bekerja dengan mengorganisasikan 
data,memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 
diceritakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2009 : 248).  
Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan 
secara sistematis guna memberikan jawaban terkait permasalahan-
permasalahan yang diteliti oleh penulis. 
   
 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari 
isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 
empat bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, dan sistematika penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan penulis membagi menjadi dua kategori yaitu 
kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori 
membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, 
tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, tinjauan 
umum tentang pidana dan sanksi pidana, tinjauan umum tentang  
mabuk. Kerangka pemikiran membahas kerangka atau landasan 
yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk dan putusan 
hakim mengenai sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan 












A. Kerangka Teoretis 
1. Tinjauan secara umum tentang Tindak Pidana  
a. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 
Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah 
istilah ”tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan 
dari istilah bahasa Belanda, yaitu delict atau strafbaar feit. 
Di samping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya 
telah dipakai beberapa istilah yang lain, baik di dalam buku-buku 
maupun di dalam peraturan-peraturan tertulis, umpamanya : 
a. Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 
ayat (1)); 
b. Perbuatan pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Undang-
undang mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan 
kesatuan susunan, kakuasaan dan cara pengadilan-pengadila sipil 
Pasal 5 ayat (3) point b); 
c. Pelanggaran pidana (Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum 
(Undang-undang Darurat No.2 Tahun 1951 tentang perubahan 
ordonatie tijdelijke byzondre straf bepalingen). S.1948-7 Undang-
undang Republik Indonesia (dahulu) No.8 Tahun 1948 Pasal 3; 
d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang 
dapat dikenakan hukuman (Undang-undang darurat No.16 Tahun 
1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan Pasal 19, 21, 
22); 
e. Tindak pidana (Undang-undang darurat No. 7 tahun 1953 tentang 
pemilihan umum, Pasal 129); 
   
 
 
f. Tindak pidana (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang 
pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, 
Pasal 1 sdb.). 
g. Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang 
kewajiban kerja bhakti dalam rangka pemasyarakatan bagi 
terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan 
kejahatan Pasal 1). 
”Muljatno Guru Besar pada Gajah Mada menganggap lebih 
tepat dipergunakan istilah ”perbuatan pidana” yang artinya adalah 
keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang 
dilakukan. Menurut Utrecht memakai istilah peristiwa pidana” 
(Sudarto, 1990 : 38-39). 
Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam 
konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus 
diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan 
oleh hukum pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa 
gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek 
hukum tertentu (Jan Remmelink, 2003 : 61). 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam 
pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu 
suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 
menimbulkan unsur itu (Moeljatno, 2008 : 59). 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari 
unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan 
akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian 
dalam alam lahir (dunia). Di samping kelakuan dan akibat, untuk 
adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan perlu adanya Hal ikhwal 
atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh 
Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri 
orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si 
pelaku. 
   
 
 
b. Unsur-unsur tindak pidana 
Menurut D. Simons unsur-unsur strafbaar feit adalah perbuatan 
manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau 
membiarkan), diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan 
dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
Menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan 
manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukumk, 
dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana. Menurut E. Mezger 
unsur-unsur tindak pidanya adalah perbuatan dalam arti yang luas dari 
manusia (aktif atau membiarkan), sifat melawan hukum (baik bersifat 
onyektif maupun yang subyektif), dapat dipertanggung jawabkan 
kepada seseorang, diancam rengan pidana. Menurut J. Baumann adalh 
perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum 
dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Karni, delik itu 
mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang 
dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya 
dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungkan. Menurut Wirjono 
Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan pidana. Menurut H.B. Vos Srafbaar feit hanya 
berunsurkan kelakuan manusia dan diancam  pidana dalam undang-
undang. Menurut W. P. J Pompe starfbaar feit adalah perbuatan yang 
bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam 
dengan pidana. Menurut Moeljatno untuk adanya perbuatan pidana 
harus ada unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan 
dalam undang-undang, bersifat melawan hukum (Sudarto, 1990 : 40-
43). 
Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana adalah 
sangat penting agar dapat membedakan bahwa suatu perbuatan 
termasuk tindak pidana atau bukan. Sebagaimana persoalan mengenai 
istilah dari pengertian tindak pidana maka mengenai unsur-unsur dari 
para ahli hukum juga tidak ada kesatuan pendapat. Namun pada 
dasarnya suatu tindak pidana mengandung beberapa unsur sebagai 
berikut : 
a) Unsur perbuatan/ tindakan 
Suatau perbuatan atau tindakan adalah merupakan titik 
hubungan untuk terjadinya tindak pidana. Perkataan ini meliputi 
perbuatan berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Contoh mengenai 
hal ini adalah Pasal 340 yang lengkapnya berbunyi : 
   
 
 
Pasal 340 : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan 
rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena 
pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidan mati atau 
pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling 
lama dua puluh tahun. 
Pasal 340 tersebut di atas merupakan contoh pengertian 
berbuat sesuatu dari unsur perbuatan/ tindakan. Jadi untuk 
melakukan perbuatan pembunuhan diperlukan suatu perbuatan / 
tindakan aktif, yaitu merampas nyawa orang lain. 
b) Unsur bersifat melawan hukum 
Pada dasarnya dalam hukum pidana yang menjadi perhatian 
adalah perbuatan yang melawan hukum saja, sebab perbuatan inilah 
yang sesungguhnya dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun 
sifat melawan hukum ini masih diartikan sebagai suatu perbuatan 
atau tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum. 
Unsur kedua dari tindak pidana ini merupakan suatu 
penilaian yang obyektif terhadap perbuatannya bukan terhadap si 
pembuat pidananya. Mengenai unsur melawan hukum ini terdapat 
dua ajaran yaitu melawan hukum formil (yang disebut melawan 
hukum adalah yang bertentangan dengan hukum tertulis saja) dan 
ajaran melawan hukum materiil (disebut melawan hukum karena 
bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan 
hukum tidak tertulis). 
c) Unsur kesalahan 
Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu 
telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 
bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi 
rumusan delik dalam Undang-undang dan dan tidak dibenarkan, 
namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan 
pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang 
   
 
 
yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. 
Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggung-
jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut 
perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungkan kepada 
orang tersebut. Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada 
si pembuat, di sini berlaku apa yang disebut asas “Tiada Pidana 
Tanpa Kesalahan”. Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia 
atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang 
tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila 
ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak 
bersalah. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 
(UU. No. 48/2009) berbunyi : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi 
pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah 
menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang 
yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas 
perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Bahwa unsur kesalahan 
itu, sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang.  
Kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap 
seseorang yang telah melakuakan tindak pidana. Jadi orang yang 
bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan 
itu dapat dicelakan kepadanya. Pencelaan di sini bukannya 
pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan 
berdasarkan hukum yang berlaku. 
Maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas 
beberapa unsur, ialah : 
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, 
artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; 
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang 
berupa kesengajaan atau kealpaan, ini disebut bentuk-bentuk 
kesalahan; 
   
 
 
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada 
alasan pemaaf. 
Kalau ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan 
bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawaban 
pidana sehingga bisa dipidana. 
d) Unsur kemampuan bertanggung jawab 
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab 
pengertiannya tidak dirumuskan secara jelas dan terang-terangan, 
tetapi ada satu Pasal yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu 
Pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa : 
Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat dalam 
tumbuhnya (gebrekkigeontwikkeling) atau terganggu karena 
penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana”. 
Dalam Pasal yang berhubungan dengan masalah 
bertanggung jawab ini, sebenarnya secara tidak langsung telah 
memuat apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung 
jawab. Di Pasal ini dimuat ulasan yang terdapat pada diri si 
pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang 
dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 
e) Unsur memenuhi rumusan undang-undang 
Unsur yang tidak kalah pentingnya apabila dibanding 
dengan unsur-unsur yang lain adalah unsur memenuhi rumusan 
undang-undang, yang dengan kata lain dapatlah dipahami bahwa 
untuk dapat dikatakan ada tindak pidana, jika undang-undang 
sendiri telah mengatur sebelum perbuatan itu sendiri dilakukan. 
Hal ini akan jelas jika kita menengok kembali Pasal 1 ayat 
1 yaitu : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipaidana kecuali atas 
kekuatan antar apidana dalam perundang-undangan yang telah ada, 
sebelum perbuatan dilakukan”. 
   
 
 
Dengan penjelasan Pasal di atas, sudah jelas mengenai 
maksud dan bagaimana seharusnya pemakaian dalam praktek. 
Tetapi ilmu hukum adalah ilmu sosial yang selalu berkembang 
mengikuti perkembangan masyarakat. Ternyata suatu perbuatan/ 
tindak pidana itu terkadang lebih cepat ada dan berkembang 
dibanding dengan undang-undang pidana lainnya. Selanjutnya 
kejahatan jenis baru apakah harus dibiarkan hanya karena tidak ada 
dasar kekuatan hukumnya untuk menindak? Dalam hal ini 
tergantung kebijaksanaan hakim dan hakim memiliki fungsi juga 
untuk membuat hukum.  
c. Pertanggung-jawaban Pidana 
Masalah pertanggung-jawaban pidana tidak bisa terlepas 
dari adanya kesalahan. Jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan 
yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan dan 
mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai 
perbuatan pidana, belum berarti bahwa ia langsung dipidana. 
Kemungkinan dipidananya orang tersebut adalah tergantung pada 
dua hal : 
1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau 
dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi, ada 
unsur obyektif. 
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk 
kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang 
melawan hukum tersebut dapat dipertanggung-jawabkan 
kepadanya. Jadi, ada unsur subyektif.  
Jika ada alasan penghapus atau meniadakan sifat melawan 
hukum perbuatan, maka perbuatan yang bersangkutan tidak 
dianggap melawan hukum, walaupun perbuatan itu dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh undang-undang atau dengan kata lain 
perbuatan itu dapat dibenarkan. Alasan penghapus sifat melawan 
   
 
 
hukum tersebut disebut juga alasan pembenar. Contoh seseorang 
yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-
undang, maka perbuatan tadi oleh sebab sesuatu hal atau keadaan, 
diperbolehkan (Pasal 50 KUHP). 
Suatu perbuatan melawan hukum belumlah cukup untuk 
menjatuhkan pidana. Disamping perbuatan yang melawan hukum 
harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas 
perbuataanya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggung-
jawab. 
Asas dalam pertanggung-jawaban pidana ialah “tiada 
pidana tanpa kesalahan” yang dalam hukum pidana lazimnya 
dipakai dalam arti “tiada pidana tanpa kesalahan subyektif” atau 
kesalahan tanpa dapat dicela. Tetapi sesungguhnya pasti dalam 
hukum pidana, orang dapat berbicara tentang kesalahan tanpa 
adanya perbuatan yang tidak patut. 
Karena itu asas kesalahan di sini diartikan sebagai tiada 
pidana tanpa perbuatan yang tidak patut obyektif, yang dapat 
dicelakakan kepada pelakunya. Asas kesalahan adalah asas 
fundamentalnya hingga meresap dan mengena hampir dalam semua 
ajaran dan penting dalam hukum pidana. Tetapi harus disadari 
bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut undang-undang yang 
empiris, tetapi tentang asas normatif. 
Dari semua syarat yang dapat dipidananya, inilah yang 
paling langsung berhubungan dengan pidana. Sementara itu asas 
“tiada pidana tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik “tiada kesalahan 
tanpa pidana”. 
Laksana sebuah gedung bertumpu pada fundamentalnya, 
demikian juga pidana bertumpu pada kesalahan. Karena kesalahan 
pidana menjadi sah. Dengan perkataan lain kesalahan adalah dasar 
mensahkan pidana. Untuk dapat dipertanggung-jawabkannya suatu 
tindak pidana, adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya 
   
 
 
kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya 
kesalahan. 
Unsur-unsur kesalahan adalah : 
1. Melakukan perbuatan pidana 
2. Mampu bertanggung jawab 
3. Dengan kesengajaan 
4. Tidak adanya alasan pemaaf.   
Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan 
psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan 
perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu 
dapat dicela karena perbuatannya tadi. Jadi yang harus diperhatikan 
adalah : 
1. hubungan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu; 
2. hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang 
dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela 
karena perbuatannya tadi. 
Hal yang pertama, yaitu mengenai keadaan batin dari orang 
yang melakukan perbuatan, dalam hukum pidana merupakan soal 
yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggung-jawab, hal 
yang kedua yaitu mengenai hubungan antara batin dengan perbuatan 
yang dilakukan, yang merupakan masalah kesengajaan, kealpaan 
serta alasan pemaaf. Sehingga mampu bertanggung-jawab, 
mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan 
pemaaf merupakan unsur-unsur dar dari kesalahan.  
Sehingga untuk adanya kesalahan untuk dapat dipidananya 
terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi unsur : 
1. melakukan perbuatan pidana 
2. mampu bertanggung-jawab 
3. dengan kesengajaan atau kealpaan 
4. tidak adanya alasan pemaaf 
   
 
 
d. Dasar-dasar peniadaan pidana 
Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan 
pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan 
dasar-dasar yang meniadakan pidana. Dengan adanya peraturan ini 
membuktikan bahwa undang-undang memisahkan tindak pidana 
dengan si pembuatnya. 
Pembuat undang-undang membuat aturan ini bertujuan 
mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal 
yang baik yang bersifat obyektif maupun subyektif yang 
mendorong dan mempengaruhi ketika seseorang mewujudkan 
suatu tingkah laku yang kenyataannya dilarang oleh undang-
undang. Pemikiran semacam inilah yang mendasari dibentuknya 
ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak 
dipidananya si pembuat. 
Pengertian dasar peniadaan pidana harus dibedakan 
dengan dasar peniadaan penuntutan, walaupun bagi kedua-duanya 
sama, ialah si pembuat pada kenyataannya tidak dipidana karena 
perbuatannya. 
Pada hal dasar peniadaan pidana Jaksa Penuntut Umum 
telah mengajukan surat dakwaan, bahkan telah diajukan penuntutan 
oleh Jaksa Penuntut, dan telah terbukti terwujudnya tindak pidana 
itu oleh si pembuat, maka Majelis Hakim tidak menjatuhkan 
pidana, melainkan menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan 
hukum. Berbeda pada hal dasar peniadaan penuntutan, oleh karena 
ada dasar peniadaan penuntutan yang tidak membenarkan Jaksa 
Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka kesidang pengadilan 
(menuntutnya), misalnya tanpa adanya pengaduan. Jaksa Penuntut 
Umum untuk mengajukan si pembuat tindak pidana aduan 
kesidang pengadilan, maka penetapan Majelis Hakim akan berisi 
bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang menuntut, tidak 
   
 
 
diperlukan membuktikan tentang telah terwujud atau tidaknya 
tindak pidana itu, artinya tentang pokok perkara tidak perlu 
diperiksa oleh Majelis, dan dengan demikian juga tidak terputus 
mengenai pokok perkaranya, majelis hanya memutus tentang tidak 
berwenangnya Jaksa Penuntut Umum menuntut perkara itu. Apa 
yang dilakukan Majelis Hakim ini, bukan vonis, akan tetapi berupa 
penetapan belaka. 
Dasar peniadaan pidana yang terdapat di dalam undang-
undang dapat dibedakan menjadi dua yakni dasar peniadaan pidana 
umum yang berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana 
dan dasar peniadaan pidana khusus yang berlaku terbatas pada 
tindak pidana tertentu, yang tercantum dalam rumusan tindak 
pidana yang bersangkutan. 
a. Dasar Peniadaan Pidana Yang Bersifat Umum 
Di dalam undang-undang (Bab III KUHP) telah 
ditentukan adanya 7 dasar peniadaan pidana yang 
menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat yang bersifat 
umum, yakni : 
1. Tidak mampu bertanggung jawab 
Diatur dalam Pasal 44 KUHP : ”barangsiapa 
melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena 
jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) 
atau terganggu karena penyakit ( ziekelijke storing ), tidak 
dipidana “. 
Dalam memorie van Toelicting yang dimaksud 
tidak mampu bertanggungjawab adalah  (Sudarto, 1987 : 
951): 
   
 
 
1. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara 
berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang 
atau diperintahkan undang – undang. 
2. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian 
rupa, sehinga tidak dapat menginsyafi bahwa 
perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak 
dapat menetunkan akibat perbuatannya. 
2. Overmacht (dayapaksa) 
Overmacht merupakan daya paksa relatif ( vis 
compulsiva ). Seperti keadaan darurat, daya paksa juga 
diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat 
pengertian daya paksa, namun dalam memorie van 
toelichting ( MvT ) daya paksa dilukiskan sebagai setiap 
kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat 
ditahan. Dalam daya paksa orang berada dalam 
dwangpositie ( posisi terjepit ). Sifat dari daya paksa datang 
dari luar si pembuat dan lebih kuat. Dalam daya paksa 
perbuatannya tetap merupakan tindak pidana namun ada 
alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya. 
3. Noodweer(pembelaanterpaksa) 
Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP : ” 
barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk 
pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan 
ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri 
maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan ( 
eerbaarheid ) atau harta benda sendiri maupun orang lain, 
tidak dipidana “ 
Dalam pembelaan terpaksa perbuatan pelaku 
memenuhi rumusan suatu tindak pidana, namun karena 
   
 
 
syarat – syarat yang ditentukan dalam Pasal tersebut maka 
perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hukum. 
4. Noodweerexces (pembelaan terpaksa yang melampaui 
batas) 
Hal ini termasuk pembelaan terpaksa juga, namun 
karena serangan tersebut menimbulkan goncangan jiwa 
yang hebat maka pembelaan tersebut menjadi berlebihan. 
Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP : ” pembelaan 
terpaksa yang melampaui batas, yang langsung dapat 
disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena 
serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana “. 
5. Melaksanakan ketentuan undang–undang 
Diatur dalam Pasal 50 KUHP : ” barangsiapa 
melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan 
undang – undang, tidak dipidana “. 
Walaupun memenuhi rumusan tindak pidana, 
seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang – undang dianggap tidak melawan 
hukum dan oleh karena itu tidak dipidana. 
6. Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa 
yang berwenang 
Diatur dalam Pasal 51 KUHP : ” barangsiapa 
melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang, tidak dipidana “. 
Seseorang dapat melaksanakan undang – undang 
oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang 
lain untuk melaksanakannya. Jika ia melaksanakan perintah 
tersebut maka ia tidak melakukan perbuatan melawan 
hukum. 
   
 
 
7. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah 
Diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP : ”perintah 
jabatan yang tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya 
pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik 
mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan 
pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya “. 
Melaksanakan perintah jabatan yang tidak wenang 
dapat merupakan alasan pemaaf jika orang yang 
melaksanakan perintah mempunyai itikad baik dan berada 
dalam lingkungan pekerjaannya. 
b. Dasar peniadaan Pidana Yang Bersifat Khusus 
Di muka telah dibahas mengenai dasar peniadaan 
pidana yang bersifat umum, artinya berlaku untuk segala tindak 
pidana. Selain itu ada dasr peniadaan pidana yang bersifat 
khusus , ialah hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu 
yang tersebar dalam beberapa Pasal, misalnya Pasal 163 bis 
ayat (2), Pasal 166 juncto 164 dan 165. 
Pasal 163 bis ayat (1) ialah melarang orang yang 
dengan menggunakan cara seperti yang tercantum dalam Pasal 
55 ayat (1) ke-2 mencoba menggerakkan orang lain untuk 
melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak tiga ratus 
rupiah, jika kejahatan itu tidak terjadi atau percobaannya tidak 
terjadi. 
Akan tetapi ayat ke-2 Pasal tersebut menentukan 
tentang alasaan peniadaan pidana yang khusus, ialah tidak 
dipidana pada si pembuat (penganjur) apabila tidak terjadinya 
kejahatan atau percobaannya itu disebabkan atas kehendak si 
pembuat sendiri, misalanya sebelum orang yang dianjurkan 
melaksanakan sesuai dengan apa yang dianjurkan, dia (pelaku 
   
 
 
penganjur) menarik penganjurannya. Tidak dipidananya si 
pembuat (penganjur) yang mengundurkan diri secara sukarela 
ini oleh karena hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, jadi 
teramasuk alasan pemaaf. 
Kejahatan-kejahatan seperti yang dirumuskan dalam 
Pasal 164 dan 165 juga diberikan alasan peniadaan pidana yang 
tercantum dalam Pasal 166 yaitu bagi orang yang tidak 
melaporkan apa yang diketahuinya itu, artinya terhadap si 
pembuat (pasif) yang tidak melaksanakan kewajiban 
hukumnyan sebagaimana ditentukan pada Pasal 164 dan 165 
itu tidak dipidana apabila dengan memberitahukan atau 
melaporkan tentang apa yang diketahuinya itu “mungkin 
mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi dirinya sendiri, 
bagi keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau 
garis menyim[ang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau 
istrinya, atau bagi orang lain yang jika orang lain itu dituntut, 
berhubung dengan jabatan atau pencahariannya, dimungkinkan 
pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut”. Alasan 
peniadaan pidana dalam Pasal 166 adalah karena pada 
perbuatannya itu kehilangan sifat tercelanya (melawan hukum), 
oleh karena itu termasuk pada alasan pembenar. 
e. Penggolongan Tindak Pidana 
Pembentuk undang-undang membuat penggolongan tindak 
pidana dari pelbagai undang-undang tentang hukum pidana, yaitu 
penggolongan kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). 
Pertama-tama penggolongan ini terlihat dalam KUHP yang terdiri dari 
a. Buku I, memuat Ketentuan Umum (aglemene leerstukken), mulai 
Pasal 1-103. 
b. Buku II, memuat tentang kejahatan (misdrijven), Pasala 104-488. 
   
 
 
c. Buku III, memuat tentang Pelanggaran (overtredingen), Pasal 489-
569. 
Sebenarnya arti kata dari kedua istilah “kejahatan” dan 
“pelanggaran” ini adalah sama, yaitu suatau perbuatan yang melanggar 
sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain 
daripada perbuatan “melanggar hukum. Maka dari arti kata tersebut di 
atas tidak dapat dilihat perbedaan antara dua golongan tindak pidana 
itu. Untuk menemukan perbedaan itu terdapat dua cara yang 
dipergunakan, yaitu : 
1. Dengan secara meneliti maksud dari pembentuk undang-undang. 
2. Dengan secara meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-
tindak pidana yang termuat dalam Buku II dan Buku III KUHP. 
a) Tempat dan Waktu Terjadinya Tindak Pidana 
Mengenai tempat dan waktu terjadinya tindak pidana di 
dalam KUHP tidak terbatas. Akan tetapi hal ini penting sekali di 
dalam praktek penfadilan, oleh karena masalah tempat dan waktu 
terjadinya suatu tindak pidana itu bukanlah merupakan suatu hal 
yang mudah seperti orang menduga, oleh karena menyangkut 
bebberapa teori yang seringkali salah penerapannya. 
Mengenai tempat di mana peristiwa itu terjadi (locus 
delicti), adalah penting untuk menetapkan : 
1. Apakah terhadap suatu peristiwa pidana itu berlaku undang-
undang pidana negara kita sendiri ataukah undang-undang 
pidana asing. 
2. Pengadilan mana yang kompeten mengadili perkaranya, 
berhubung dengan ketentuan pembagian kekuasaan pengadilan 
secara relative, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 77-94 
Bab X KUHP sepanjang mengenai pengadilan negeri. 
Sedangkan mengenai waktu terjadinya peristiwa Pidana 
(tempus delicti), penting untuk : 
   
 
 
1. Menetapkan, apakah yang harus diperlakukan itu ketentuan-
ketentuan dari KUHP yang berlaku sekarang, ataukah yang 
berlaku sebelumnya. 
2. Menetapkan berlaku-tidaknya Pasal 45, 46, 47 KUHP, yaitu 
ketentuan terhadap tertuduh pada waktu melakukan tindak 
pidana belum cukup umum. 
3. Menetapkan berlaku-tidaknya Pasal 79 ayat 1 KUHP, yaitu 
tentang daluwarsa (verjaring). 
b) Jenis-jenis tindak Pidana 
1. Tindak Pidana Materiil (materieel delict) adalah apabila tindak 
pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum 
pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang 
menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud 
dari perbuatana itu. 
2. Tindak Pidana Formil (formeel delict) adalah apabila tindak 
pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai ujud 
perbuatannya, tanpa memepersoalkan akibat yang disebabkan 
oleh perbuatan itu. 
3. Commissie Delict adalah tindak pidana yang berupa melakukan 
suatu perbuatan positif, yang umpamanya membunuh, mencuru 
dan lain-lain, Jadi hamper meliputi semua tindak pidana. 
4. Ommissie Delict adalah melalaikan kewajiban untuk 
melakukan sesuatu, umpamanya tidak melakukan 
pemberitahuan dalam 10 hari hal kelahiran atau kematian 
kepada Pegawai jawatan catatan Sipil (Pasal 529 KUHP). 
5. Voortdurend Delict adalah tindak pidana yang tidak ada 
hentinya. 
c) Tindak Pidana yang Termasuk dalam Kelompok Kejahatan 
1. Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104-129). 
   
 
 
2. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden 
(Pasal 130-139). 
3. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala 
negara sahabat serta wakilnya (Pasal 139a-145). 
4. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak 
kenegaraan (Pasal 146-153). 
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum (Pasal 153-181). 
6. Perkelahian tanding (Pasal 182-186). 
7. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi 
orang atau barang (187-206). 
8. Kejahatan terhadap penguasa umum (Pasal 207-241). 
9. Sumpah palsu dan keterangan palsu (Pasal 242-243). 
10. Pemalsuan matauang dan uang kertas (Pasal 244-252). 
11. Pemalsuan materai dan merek (253-262). 
12. Pemalsuan surat (263-276). 
13. Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan (Pasal 277-
280). 
14. Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 281-303). 
15. Meninggalkan orang yang perlu ditolong (Pasal 304-309). 
16. Penghinaan (Pasal 310-321). 
17. Membuka rahasia (Pasal 322-323). 
18. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang (324-337). 
19. Kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338-350). 
20. Penganiayaan (Pasal 351-358). 
21. Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan (Pasal 
359-361). 
22. Pencurian (Pasal 362-367). 
23. Pemerasan dan pengancaman (Pasal 368-371). 
24. Penggelapan (Pasal 372-377). 
25. Perbuatan curang (bedrog=penipuan) (Pasal 378-395). 
   
 
 
26. Merugikan pemihutang atau orang yang mempunyai hak 
(Pasal 396-405).  
27. Menghancurkan atau merusakkan barang (Pasal 406-412). 
28. Kejahatan jabatan (Pasal 413-437). 
29. Kejahatan pelayaran (Pasal 438-479).  
30. Penadahan, penerbitan dan percetakan (Pasal 480-488). 
d) Tindak Pidana yang termasuk dalam kelompok Pelanggaran 
1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan 
kesehatan (Pasal 489-502). 
2. Pelanggaran ketertiban umum (Pasal 503-520). 
3. Pelanggaran terhadap penguasa umum (Pasal 521-528). 
4. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan (Pasal 
529-530). 
5. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan 
(Pasal 531). 
6. Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-547). 
7. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan 
(Pasal 548-551). 
8. Pelanggaran jabatan (Pasal 552-559). 
9. Pelanggaran pelayaran (Pasal 560-569). 
Dengan demikian, maka materi KUHP itu terdiri dari 30 
Bab yang bmengatur tentang kejahatan, dan 9 Bab, yang 
mengatur tentang pelanggaran.  
2. Tinjauan secara umum tentang tindak pidana Pembunuhan 
c. Pengertian tentang tindak pidana pembunuhan 
Di dalam KUHP diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338-350), 
tentang “Kejahatan –kejahatan terhadap Nyawa Orang”. Pembunuhan 
ini termasuk tindak pidana material (material delict), artinya untuk 
kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dialakukannya 
perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari 
perbuatan itu (Sudradjat Bassar, 1986 : 120-121). 
   
 
 
Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan 
nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang 
tidak melawan hukum.  
The felony murder doctrine defines as murder any death 
occurring in the course of a felony without regard to whether the death 
was the result of accident, negligence, recklessness or purpose. Hence, 
a person is guilty of murder if he is criminally responsible for the 
underlying felony. Since this doctrine requires no proof of any 
culpability with respect to the victim's death, the crime of felony 
murder is one of strict or absolute liability (McQuillan, 1986 :821). 
“By definition, criminal homicide is a collective transaction. An 
offender, victim, and possibly an audience engage in an interchange 
which leaves the victim dead. Furthermore, these transactions are 
typically situated, for participants interact in a common physical 
territory” (Wolfgang, 1958: 203-205; Wallace, 1965). 
Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang 
paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata 
tajam. Pembunuhan dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan 
bahan peledak, seperti bom. Pembunuhan dilakukan karena 
dilatarbelakangi tidak hanya motif ekonomi saja, tetapi oleh berbagai 
macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri 
dan sebagainya (http/ nl.wikipedia.org/ wiki/ pembunuhan/ diakses 
tanggal 15 Maret 2010 pukul 17.00 WIB). 
Motif ekonomi misalkan, bahwa kejahatan ini sering kali 
dilakukan oleh orang yang tingkat kesejahteraannya rendah akibat 
kemiskinan yang menjerat, tapi sekarang juga ada tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tingkat kesejahteraanya 
menengah keatas. Tindak pidana pembunuhan ini dilakukan akibat 
perkembangan teknologi yang semakin canggih di era globalisasi ini 
yang mengakibatkan perilaku konsumtif meningkat. Sehingga banyak 
sekali tindak pidana pembunuhan yang dilakukan untuk memastikan 
penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Dalam 
hal ini banyak sekali kasus perampokan di kota-kota besar yang 
disertai dengan pembunuhan terhadap korban. 
Pembunuhan yang bermotifkan karena kecemburuan, seperti 
seorang pemuda tega membunuh kekasihnya dikarenakan cemburu 
   
 
 
melihat kekasihnya itu sedang bermesraan dengan orang lain. Dan 
seorang suami juga membunuh istrinya karena berselingkuh dengan 
tetangganya. 
Dari Contoh kasus-kasus di ataslah terdapat gambaran mengenai 
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan cara melanggar 
hukum. Dan juga terdapat tindak pidana pembunuhan yang tidak 
melawan hukum, misalkan ada orang yang tetap menghidupkan mesin 
mobilnya pada waktu mengisi bensin. Apabila hal itu mengakibatkan 
kebakaran yang membahayakan keselamatan harta benda atau 
seseorang, maka Ia sedikitnya dinyatakan telah karena kealpaannya 
mengakibatkan hal-hal tersebut dan dapat dipidana. 
d. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan 
Kejahatan terhadap nyawa orang ini terbagi atas beberapa jenis, 
yaitu : 
a. Pembunuhan biasa (doodslag) 
Dalam pembunuhan biasa (doodslag), harus dipenuhi unsur : 
1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus 
timbul seketika itu juga (dolus repentinus atau dolus impetus), 
ditunjukan kepada maksud supaya orang itu mati. 
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang 
“positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. 
3. Perbuatan itu harus menyebabhkan matinya orang : 
a. Seketika itu juga, atau  
b. beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu. 
Harus ada hubungan di antara perbuatan yang dilakukan itu 
dengan kematian orang tersebut. Jadi, kematian itu harus diakibatkan 
oleh perbuatan itu. 
b. Pembunuhan terkwalifikasi (gequalificeerd)  
   
 
 
Hal ini diatur di dalam Pasal 339 KUHP. Jenis pembunuhan ini 
adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului denga 
perbuatan/ tindak pidana lain, dan yang dilakukan dengan maksud 
untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatan itu, atau tengah 
berbuat untuk melepaskan dirinya maupun peserta lainnya dari 
hukuman, atau memastikan barang yang diperolehnya secara melawan 
hukum . 
Adapun unsur-unsur : 
1. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan 
suatu perbuatan yang dilakukan sesudah pembunuhan itu 
pembunuh sebagai persiapan untu perbuatan yang lain. 
Pembunuhan itu diikuti oleh perbuatan pidana lain. 
2. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan 
melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu bnerbarengan 
ataui disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh 
untuk menggampangkan perbuatan pidana lain. 
3. Pembunuhan ini dilakukan sesudah melakukan perbuatan lain 
dengan maksud : 
a. Untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari 
hukuman, atau 
b. Supaya apa yang didapat dari perbuatan itu tetap akan ada 
ditangannya. 
Perbuatan pidana yang lain diikuti pembunuhan  dengan maksud 
seperti tersebut dalam butir a dan b di atas, dan dilakukan ketika 
kedapatanm tengah melakukan kejahatan. 
c. Pembunuhan yang direncanakan (moord) 
Diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan ini yaitu dengan 
sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang, 
melenyapkan nyawa orang. 
Unsur-unsur dari kejahatan ini adalah  
   
 
 
1. Adanya kesengajaan (dolus premidiatus), yaitu kesengajaan yang 
harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu. 
2. Yang bersalah di dalam keadaan tenng memikirkan untuk 
melakukan pembun uhan itu dan kemudian melakukan maksudnya 
dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya. 
3. Di antara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat 
melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran. 
Umpamanya yang bersalah memikirkan untuk membunuh di dalam 
keadaan marah atau terharu ingatannya toh melakukan juga 
pembunuhan itu. 
d. Pembunuhan anak (kinderdoodslag) 
Diatur dalam Pasal 341 KUHP. Pasal ini mengancam hukuman 
penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang kena Pasal ini adalah seorang 
ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak irencanakan 
lebih dahuluu) membunuh anaknay pada waktu dilahirkan atau tidak 
beberapa lama sesudah dilahirkan  karena takut ketahuan, bahwa ia 
sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamkan “membunuh biasa 
anak” atau “maker mati anak” (kinderdoodslag). 
Apabila pembunuhan anak itu dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu, maka diancam dengan Pasal 342 KUHP. Kejahatan ini 
dinamakan “kindermoord”. 
Unsur-unsur terpenting dalam pembunuhan anak ini : 
1. Pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri. Apakah 
si ibu itu mempunyai suami atau tidak, hal itu tidak menjadi soal. 
2. Pembunuhan anak itu harus terdorong oleh rasa ketakutan akan 
diketahui melahirkan anak itu. 
Biasanya anak yang didapat itu karena hasil hubungan kelamin 
yang tidak sah atau berzinah. Apabila unsur-unsur ini tidak ada, 
maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa. (Pasal 
338 KUHP). 
   
 
 
e. Pembunuhan atas Permintaan si Korban 
Diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang mengancam hukuman 
penjara selama-lamnaya 12 tahun bagi orang yang menghilangkan jiwa 
orang lain atas permintaan orang itu sendiri. Yang jelas dinyatakan 
dengankesungguhan hati, jadi permintaan untuk membunuh itu harus 
disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh. Apabila tidak, maka 
orang itu dikenakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). 
f. Masalah bunuh diri 
Yang membunuh diri tidak diancam hukuman. Akan tetapi 
orang yang sengaja menghasut, menolong orang lain untuk bunuh diri, 
dapat dikenakan Pasal 345 KUHP, asal orang itu betul-betul bunuh diri 
(mati). Apabial betul bunuh diri, tetapi tidak mati, orang ynag 
menghasut itu tidak dapat dihukum. Demikian juga orang yang 
memberiakn tali atau menjual obat kepada orang tanpa mengetahui, 
bahwa orang itu akan bunuh diri, tidak dikenakan Pasal 345, oleh 
karena pertolongan itu diberikan tidak sengaja. Ancaman hukumannya 
paling lama 4 tahun penjara. 
3. Tinjauan secara umum tentang Pidana dan Sanksi Pidana 
d. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana 
Sejatinya ”pidana” hanyalah sebuah “alat “ yaitu alat untuk 
mencapai tujuan pemidanaan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio 
dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”. Pada 
hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan 
pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan 
masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah 
kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap 
bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. 
Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan 
masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk 
menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak 
   
 
 
pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat 
dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. 
Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana 
sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya 
dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan 
karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara 
sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki 
kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga 
bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut 
justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun 
demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan 
berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan 
dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum 
menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan permahaman terhadap 
alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan 
hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan 
alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. 
Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah 
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang 
sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk 
menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang 
dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak 
(sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang 
yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana. Feurbach 
menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang 
supaya jangan berbuat jahat. 
Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan 
istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai 
pengertian yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua 
   
 
 
istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering 
dirancukan. 
Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi 
yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada 
seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang 
berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih 
juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi 
atau nestapa yang menderitakan. 
Menurut Moeljatno, istilah “hukuman” yang berasal dari kata 
“Straf” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini 
beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah 
yang in konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straf”. 
Moeljatno mengungkapkan jika “straf” diartikan “hukum” maka 
strafrechts” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau 
“dihukum” berarti” diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun 
hukum perdata. 
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam 
tulis ini penulis menggunakan istilah “pidana” dengan pertimbangan 
bahwa tulisan ini merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah 
barang tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim 
digunakan dalam hukum pidana. 
e. Jenis-jenis Sanksi Pidana 
Pada waktu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie 
mulai berlaku di Indonesia berdasarkan Koninjklijk Besluit tanggal 15 
Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad tahun 1915 Nomor 732 Nomor 
732 jo Staatsblad tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645, hokum 
pidana di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 hanya mengenal dua 
jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Wetboek van 
Strafrechts voor Nederland Indie berdasarkan Pasal VI Undang- 
   
 
 
Undang Nomor 1 Tahun 1946, namanya diubah menjadi Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana 
pokok yang terdiri dari : 
(1) Pidana mati; 
(2) Pidana penjara;  
(3) Pidana kurungan; 
(4) Pidana denda ( oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 
ditambah dengan pidana tutupan). 
Adapun pidana tambahan terdiri dari : 
(1) Pencabutan hak-hak tertentu, 
(2) Perampasan barang-barang tertentu dan 
(3) Pengumuman putusan hakim. 
Jenis-jenis pidana seperti yang termuat didalam Pasal 10 
KUHP telah dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan 
masyarakat yang ada pada saat KUHP dibentuk. 
Dengan demikian memang tidak berlebihan jika dalam 
penyusunan rancangan KUHP baru Indonesia yang akan menggantikan 
KUHP yang berasal dari WvS, perlu dilakukan peninjauan ulang 
mengenai jenis pidana untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi 
yang berkembang saat ini. Salah satu macam dari jenis pidana pokok 
yang perlu mendapat perhatian adalah pidana mati yang sudah sejak 
lama selalu menjadi kontroversi. 
f. Tujuan Pemidanaan 
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli 
Hokum dikatakan bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung 
beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang 
(backward-looking) ke arah gagasan/ide “membina” yang berorientasi 
ke depan (forward-looking). Menurut Roeslan Saleh, pergeseran 
orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi 
   
 
 
dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya 
dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat. 
Untuk lebih memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang 
terjadi dalam hokum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara 
singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang 
melandasi adanya pergeseran tersebut. 
1. Aliran Klasik  
Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-
wewenang penguasa (ancient regime) pada abad ke-18 di Perancis 
dan Inggris, yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
ketidak adilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang 
tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan 
tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. 
Dengan orientasi pada perbuatan yang dilakukan, aliran ini 
menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan 
perbuatan tersebut. secara ekstrim dapat dikatakan, bahwa aliran 
klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang. 
Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini sangat 
membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran 
pemidanaan. Pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam 
undang-undang tanpa perlu melihat pribadi pelaku tidak pidana, 
sehingga dikenallah pada waktu itu sistem pidana yang ditetapkan 
secara pasti (definite sentences) yang sangat kaku (rigid). 
Tokoh-tokoh aliran ini adalah, Cesare Baccaria, yang lahir 
di Italia pada tanggal 15 Maret 1738 dengan karyanya yang sangat 
terkenal, yiatu Dei Delitti e delle pene (1764) yang diterbitkannya 
pertama di Inggris tahun 1967 dengan judul On Crimes and 
Punishment. Bertolak dari filsafat kebebasan kehendak, Cesare 
Beccaria melalui karyanya memberikan sumbangan pemikiran 
yang sangat besar dalam  pembaharuan peradilan pidana dengan 
doktrin “pidana harus sesuai dengan tindak pidana”. Tokoh lain 
   
 
 
aliran klasik adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filsof 
Inggris yang diklasifikasikan sebagai penganut utilitarians 
hedonist. 
Teori yang sangat terkenal adalah yang dinamakan felicific 
calculus. Teori ini menyatakan bahwa manusia merupakan 
makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan 
menghidari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus 
ditetapkan atau diberikan pada tiap tindak pidana sedemikian rupa 
sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenagan yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana. 
2. Aliran Modern 
Aliran ini timbul pada abad ke-19 dengan tokoh-tokohnya 
Lombroso, Lecassagne, Ferri, A. Prins dan Van Hamel. Berbeda 
dengan aliran klasik, aliran ini berorientasi pada pelaku tindak 
pidana dan menghendaki adanya individualisasi pidana, artinya 
dalam pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan 
pelaku tindak pidana. 
Aliran ini disebut juga lairan positif karena dalam mencari 
sebab tindak pidana menggunakan metode ilmu alam dan 
bermaksud untuk langsung mndekati dan mempengaruhi penjahat 
secara positif (mempengaruhi pelaku tindak pidana kearah yang 
positif / kearah yang lebih baik, pen.) sejauh ia masih dapat 
diperbaiki. Dengan orientasi yang demikian, maka aliran modern 
sering dikatakan mempunyai orientasi ke masa depan. 
Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat 
secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang 
yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongrit bahwa 
dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh 
watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan 
kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertolak dari pandangan 
determinisme untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”. 
   
 
 
Dengan demikian aliran ini menolak pandangan 
pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif, berdasarkan 
pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. 
Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan 
harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku tindak pidana. 
Kalaupun digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana 
harus diorientasikan pada sifatsifat pelaku tindak pidana. 
Setelah Perang Dunia II aliran modern berkembang menjadi 
aliran/gerakan Perlindungan Masyarakat, dan setelah diadakannya 
The Second International social Defnce Congress tahun 1949, 
aliran ini terpecah menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal 
dengan tokohnya Filipo Gramatika dan konsepsi moderat dengan 
tokohnya Marc Ancel. 
Menurut Gramatika, hukum perlindungan masyarakat (law 
of social defence) harus menggantikan hukum pidana yang ada. 
Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah 
mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan 
pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan 
masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban 
pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan 
tentang perbuatan anti sosial. Dengan demikian secara prinsipil 
Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, 
penjahat dan pidana. 
Sementara konsepsi moderat yang dipelapori Marc Ancel 
dengan gerakannya defence sociale nouvelle (New Social Devence) 
atau perlindungan masyarakat baru ingin mengintegrasikan ide-ide 
atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam 
konsepsi baru hukum pidana. Konsepsi atau pemikiran yang 
dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini 
adalah : 
   
 
 
1. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan 
yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, 
tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana 
merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak 
digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang 
terlepas dari kenyataan sosial. 
2. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah 
sosial (a human and social problem) yang tidak dapat begitu saja 
dipaksakan dimasukkan ke dalam perundangan. 
3. Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban 
yang bersifat pribadi (individual responsibility) yang menjadi 
kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. 
Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban 
moral ke arah timbulnya moralitas sosial. 
3. Aliran Neo-Klasik 
Di samping beberapa aliran tersebut diatas, perlu 
dikemukakan di sini adanya suatu aliran yang berasal dari aliran 
klasik yaitu aliran neoklasik (Neoclassical School). Sebagaimana 
aliran klasik, aliran inipun bertolak dari pandangan indeterminisme 
atau kebebasan kehendak. Menurut aliran ini, pidana yang 
dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat 
kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu aliran ini 
merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui apa 
yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan 
(principle of extenuating circumstances). 
Dengan demikian nampaklah bahwa aliran neo-klasik mulai 
mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual 
pelaku tindak pidana. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti 
(definite sentence) ditinggalkan dan diganti dengan sistem 
indefinite sentence. 
   
 
 
Sementara itu di dalam perbincangan teoritis mengenai 
pemidanaan itu sendiri, menurut Herbert L. Packer, terlibat dua 
pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi 
moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan 
retributive (retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian 
view) yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pidan mempunyai 
tujuan positif lebih lanjut (tleological theories). 
Pandangan retributive mengandaikan “pidana” sebagai 
ganjaran negative terhadap setiap perilaku menyimpang yang 
dilakukan oleh masyarakat. Pandangan retributive beraggapan 
bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan 
moralnya masing-masing. Dengan demikian, pandangan retributive 
memusatkan argumennya pada tindakan tindak pidana yang sudah 
dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang 
sudah diakibatkan. Demi alas an itu, pidana dibenarkan secara 
moral. Dengan demikian alasan rasional dilakukan pemindanaan 
terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan 
imbalan negative terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Karena 
orientasinya yang kebelakang inilah, pandangan retributive 
dikatakan bersifat backward looking dan pemindanaannya 
cenderung bersifat korektif dan represif. 
Sementara pandangan utilitian melihat pidana itu dari segi 
manfaat atau kegunaannya. Dalam perspektif utilitarian, yang 
dilihat justru adsalah situasi atau keadaan yang dingin dihasilkan 
dengan dijatuhkannya pidana itu. Menurut pandangan ini 
pemidanaan harus mempnyai sifat prevensi, baik prevensi umum 
maupun prevensi khusus. Dalam pandangan utilitarian pidana yang 
dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku 
pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya (prevensi 
khusus), di samping dimaksud juga untuk mencegah orang lain dari 
kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (prevensi umum). 
   
 
 
Karena itu, pandangan utilitarian ini dianggap berorientasi ke 
depan (forward looking). 
Selain dua pandangan tersebut juga timbul pandangan 
integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa 
pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan 
gabungan antara pendangan utilitarian yang menyatakan bahwa 
tujuan pemindanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat 
yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui 
pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan 
penderitaan itu sendiri dan pandangan retributive yang menyatakan 
bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang teleological 
tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran 
berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya, bahwa penderitaan 
pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya 
diperoleh pelaku tindak pidana. 
Selanjutnya di bawah ini akan dikaji prinsip-prinsip dasar 
yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. 
1. Teori Retributive 
Pandangan/teori retributive ini merupakan pandangan atau 
teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. 
Dalam pandangan ini, diandaikan, bahwa setiap individu manusia 
itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Menurut 
pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. 
Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah : darah ganti 
darah, nyawa ganti nyawa. Berdasarkan semboyan yang demikian 
itulah muncul kemudian pendapat yang menyatakan, bahwa teori 
retributif atau teori pembalasan dalam pemidanaan merupakan a 
relic of barbarism. Bagi penganut pandangan ini maka pemidanaan 
atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki 
keseimbangan moral yang dirusak oleh tindak pidana. Pidana, 
   
 
 
menurut pandangan ini mengandung nilai moral, yang bebas dari 
akibat lain yang diharapkan lebih lanjut. 
2. Teori Teleologis 
Berbeda dengan teori retributive yang menekankan pada 
pentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori 
teleologis pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat 
dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan 
dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia. 
Dengan demikian, menurut teori ini pidana dimaksudkan sebagai 
alat pencegahan baik yang bersifat khusus (Special Prevention) 
maupun yang bersifat umum (General Prevention). Teori kedua ini 
melihat punishment sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi 
tindak pidana. Premisnya adalah bahwa diatuhkan pidana yiatu 
memang menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak 
dijatuhkannya pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena 
titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk 
memperbaiki pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak 
pidana, oleh penulis yang lain teori ini disebut sebagai 
teori/pandangan utilitarian prevention. 
3. Retributivisme Teleologis 
Menurut aliran ini sistem pemidanaan bersifat plural, 
karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya 
“utilitarianism”, dan prinsip-prinsip retributivist dalam satu 
kesatuan, sehingga sering disebut aliran integratif. Bertolak dari 
prinsip “utilitarian” dan “teleologis” pandangan ini menganjurkan 
untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang 
mengintegrasikan fungsi pidana sekaligus baik yang bersifat 
retribution maupun yang bersifat utilitarian misalnya pencegahan 
dan rehabilitasi. Satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan 
perkembangan tori pemidanaan tersebut adalah adanya pergeseran 
orientasi pemidanaan dari prinsip “menghukum” (punishment for 
   
 
 
punishment) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi 
manusia ke arah gagasan/ide “pembinaan” (treatment) yang lebih 
menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
4. Tinjauan secara umum tentang mabuk 
a. Pengertian mabuk  
Pengertian mabuk dapat diartikan sebagai keadaan keracunan 
karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan 
kemampuan mental dan fisik (Eva Handayani, 2006 : 112).  Mabuk 
dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat 
diidentifikasikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, 
keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, 
dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa 
mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau pemabuk 
(Muhtadi, 2003 : 93). 
An alcohol offence is present in up to 60% of violent crimes 
(Quensel, 1984). The offences most often connected with alcoholism 
are homicide, sexual offences, and arson (Hore, 1988). In northern 
Sweden, one-third of all homicides were committed by alcoholics or 
drug addicts (Lindqvist, 1991). Similarly high rates have been 
described in Denmark (Gottlieb et al., 1988) and the USA (Mayfield, 
1976). In a cross-cultural comparison of alcohol and homicide in 14 
European countries, total alcohol sales were positively and 
statistically significantly associated with homicide rates, specifically in 
the northern European countries with a drinking culture that is 
characterized by heavy drinking episodes (Rossow, 2001). In Russia, 
rates of alcohol consumption and homicide are among the highest in 
the world. Models employed to estimate the impact of alcohol 
consumption on regional homicides revealed a significant relationship 
between alcohol consumption and homicide. 
 Mabuk adalah suatu kondisi dimana seseorang dipengaruhi 
minum-minuman keras terlalu banyak alkohol dalam darah mereka, 
membuat orang akan menunjukkan perilaku yang tidak normal, 
termasuk berjalan sempoyongan atau asal berbicara, atau perilaku 
agresif. Seseorang yang mabuk karena perubahan perilaku yang juga 
disebut ini membawa pengaruh, dan tidak dapat berbuat lagi sesuai 
dengan aturan hukum. Tepatnya, sebuah keracunan yang 
mengakibatkan fungsi normal tubuh yang terhambat. Muntah adalah 
contoh reaksi tubuh, yang mencoba untuk menyingkirkan toksin yang 
   
 
 
ada di dalam tubuh (http/ nl.wikipedia.org/ wiki/ orang mabuk/ diakses 
tanggal 15 Maret 2010 pukul 17.15 WIB). 
b. Penyebab  mabuk  
Mabuk disebabkan karena suatu kondisi dimana seseorang 
dipengaruhi minum-minuman keras terlalu banyak alkohol dalam 
darah mereka. 
Alkohol adalah zat penekan susuan syaraf pusat meskipun 
dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan Bahan 
psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang 
diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi 
umbian. Nama yang populer : minuman keras (miras), kamput, tomi 
(topi miring), cap tikus , balo dll. 
Minuman beralkohol mempunyai kadar yang berbeda-beda, 
misalnya bir dan soda alkohol ( 1-7% alkohol), anggur (10-15% 
alkohol) dan minuman keras yang biasa disebut dengan spirit (35 – 
55% alkohol). Konsentrasi alkohol dalam darah dicapai dalam 30 – 90 
menitsetelah diminum. 
Dari beberapa penelitian alkohol dapat menyebabkan : 
 Kecelakaan lalu lintas 
 Luka bakar 
 Kasus penganiayaan anak 
 Bunuh diri 
 Kecelakaan kerja 
Di Indonesia penjualan minuman beralkohol di batasi dan yang 
boleh membeli adalah mereka yang telah berumur 21 tahun. Beberapa 
etnik di Indonesia menggunakan minuman beralkohol pada acara 
tertentu dalam jumlah yang sedikit. Mereka juga memproduksi 
minuman beralkohol dengan nama yang bermacam ragam misalnya : 
tuak, minuman cap tikus, ciu dll. 
 
   
 
 
c. Pengaruh mabuk  
a) Pengaruh Terhadap Tubuh (Fisik dan Mental) 
Bila dikonsumsi berlebihan, minuman keras beralkohol 
dapat menimbulkan ganggguan mental organik (GMO), yaitu 
gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku. 
Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-
sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang 
meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah 
takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. 
Pengaruh alkohol terhadap tubuh bervariasi, tergantung pada 
beberapa faktor yaitu : 
1. Jenis dan jumlah alkohol yang dikonsumsi 
2. Usia, berat badan, dan jenis kelamin 
3. Makanan yang ada di dalam lambung 
4. Pengalaman seseorang minum – minuman beralkohol 
5. Situasi dimana orang minum – minuman beralkohol 
(1) Pengaruh jangka pendek 
Walaupun pengaruh terhadap individu berbeda – beda, 
terdapat hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah 
(Blood Alkohol Concentration – BAC) dan efeknya. Euphoria 
ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif seiring 
dengan meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. 
Sayangnya orang banyak beranggapan bahwa penampilan 
mereka menjadi lebih baik dan mereka mengabaikan efek 
buruknya. 
(2) Resiko intoksikasi (”mabuk”) 
Gejala intoksikasi alkohol yang paling umum adalah 
”mabuk”, ”teler” sehingga dapat menyebabkan cedera dan 
kematian. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada 
   
 
 
keracunan alkohol yang berat demikian juga henti nafas dan 
kematian. 
Selain kematian, efek jangka pendek alkohol dapat 
menyebabkan hilangny produktifitas kerja (misalnya ”teler, 
kecelakaan akibat ngebut). Sebagai tambahan, alkohol dapat 
menyebabkan perilaku kriminal. 70 % dari narapidana 
menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak kekerasan 
dan lebih dari 40 % kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi 
oleh alkohol. 
(3) Pengaruh Jangka Panjang 
Mengkonsumsi alkohol berlebiha dalam jangka panjang 
dapat menyebabkan : 
 Kerusakan jantung 
 Tekanan Darah Tinggi 
 Stroke 
 Kerusakan hati 
 Kanker saluran pencernaan 
 Gangguan pencernaan lainnya (misalnya tukak lambung) 
 Impotensi dan berkurangnya kesuburan 
 Meningkatnya resiko terkena kanker payudara 
 Kesulitan tidur 
 Kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana 
perasaan 
 Sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi 
 Sebagai tambahan terhadap masalah kesehatan, alkohol 
juga berdampak terhadaphubungan sesama, finansial, 
pekerjaan, dan juga menimbulkan masalah hukum 
 
 
   
 
 
(4) Toleransi dan Ketergantungan 
Pengguna alkohol yang terus menerus dapat mengalami 
toleransi dan ketergantungan. Toleransi adalah peningkatan 
penggunaan alkohol dari jumlah yang kecil menjadi lebih besar 
untuk mendapatkan pengaruh yang sama. Sedangkan 
ketergantungan adalah keadaan dimana alkohol menjadi bagian 
yang penting dalam kehidupannya, banyak waktu yang 
terbuang karena memikirkan (cara mendapatkan, 
mengkonsumsi dan bagaimana cara berhenti). Pengguna 
alkohol akan mengalami kesulitan bagaimana cara 
menghentikan atau mengendalikan jumlah alkohol yang 
dikonsumsi. 
(5) Gejala Putus Alkohol 
Seseorang yang mengalami ketergantungan secara fisik 
terhadap alkohol akan mengalami gejala putus alkohol apabila 
menghentikan atau mengurangi penggunaannya. Gejala 
biasanya terjadi mulai 6 – 24 jam setelah minum yang terakhir. 





 Berkeringat yang banyak 
 Nyeri kepala 
 Sulit tidur (berlangsung beberapa minggu) 
Gejala putus alkohol sangat berbahaya. Orang yang 
minum lebih dari 8 standar minum perhari dianjurkan untuk 
berkonsultasi ke dokter (sebelum memutuskan untuk berhenti 
minum) untuk mendapatkan terapi medis guna mencegah 
komplikasi. 
   
 
 
b) Pengaruh Minuman Keras Terhadap Lingkungan 
Sering kita mendengar, membaca, bahkan menyaksikan 
baik melalui media massa, cetak maupun elektronik, khususnya 
televisi di tayangkan sebuah atraksi bulldozer yang sedang 
memusnahkan ribuan bahkan jutaan botol minuman keras yang 
"di algojoi" oleh Polri bersama pihak terkait lainnya. Sehingga 
menimbulkan berbagai tanggapan-tanggapan dari berbagai 
kalangan khususnya dari kalangan Agama sangat bangga akan 
sikap tegar Polri untuk memberantas peredaran minuman keras 
sampai keakar-akarnya. Karena minuman keras dapat 
mengancam eksistensi bangsa kita, yang dalam jangka pendek 
dapat menggoyahkan stabilitas keamanan dan dalam jangka 
panjang dapat mengancam masa depan bangsa 
(http//www.google.com/ makalah-minuman-keras/ diakses 
tanggal 20 Maret 2011 pukul 20.20 WIB). 
c) Pengaruh Miras Terhadap Keturunan 
Pecandu miras melakukan tidakan kejahatan yg tidak 
termaafkan terhadap anak cucunya. Karena, ia menyebabkan 
anak-anak mereka terlahir dengan bentuk tubuh yg jelek & 
akhlak yg buruk, terutama sel-sel saraf, tak terkecuali sperma. 
Penyakit-penyakit yang disebabkan miras sampai kepada 
keturunan-keturunannya lewat pembuahan sel telur, sehingga 
bakal janin pun menjadi sakit. 
Miras merupakan salah satu faktor utama terjadinya 
keguguran. Hal ini dapat menyebabkan seorang ibu mengalami 
komplikasi berbahaya yg bisa membuat meninggal dunia. 
Jika seorang bayi selamat dari kematian saat ia masih 
barupa janin di dalam rahim, itu tidak berarti ia telah terbebas 
dari bahaya-bahaya miras yg disebabkan kedua orang tuanya. 
Sebaliknya, ia akan manuai busuk yg mereka tanam untuknya, 
serta menderita karena tekanan gangguan berbahaya 7 penyakit 
mematikan yg ingin mereka timpakan kepadanya. Anak ini 
akan menjadi orang menderita, yang tidak mengerjakan dosa 
dan tidak minum racun (http//www.google.com/ makalah-




   
 
 














Alkohol ketika dikonsumsi secara berlebihan oleh masyarakat maka 
akibatkan mabuk bagi yang mengkonsumsinya. Mabuk dapat menimbulkan 
kerugian bagi diri sendiri, lingkungan masyarakat maupun bagi keturunan. 
Karena mabuk dapat menimbulkan suatu perilaku yang agresif yang biasanya 
perilaku tersebut mengakibatkan dapat yang negatif. Seperti dalam hal ini 
adalah melakukan suatu tindak pidana. Dan bagaimana jika tindak pidana 
pembunuhan ini dilakukan oleh orang mabuk?apakah perbuatannya dapat 
dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak?Mengenai pertanggung 
jawaban pidana harus dilihat terlebih dahulu unsur-unsurnya seperti  adanya 
kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si 
pembuat harus normal; hubungan batin antara si pembuat dengan 
perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, ini disebut bentuk-





 Pasal 359 KUHP 
 Pasal 338 KUHP 
 Pasal 340 KUHP 
 
Pertanggung Jawaban Pidana 
Pertimbangan-Pertimbangan Hakim 
Dalam Memberikan Putusan  
Putusan Hakim 
 Pengadilan Negeri 
 Pengadilan Tinggi 
 Mahkamah Agung 
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ada alasan pemaaf. Maka apabila perbuatan orang mabuk tersebut telah 
memenuhi unsur- unsur tersebut maka perbuatannya dapat dipertanggung 
jawabkan secara pidana. Tetapi terdapat berbagai pendapat yang mengatakan 
bahwa mabuk telah menjurus kepada ketidakmampuan bertanggung jawab. 
Karena orang mabuk dapat dikatakan terkena penyakit karena alkohol yang 
menyebabkan intoksikasi (keracunan) sehingga mengakibatkan psychoseacuut 
yaitu hal-hal yang menyimpang. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 KUHP yang 
mana apabila terdakwa telah cacat dalam jiwanya atau terkena penyakit maka 
tidak dapat dipidana. Maka dari itu di dalam penelitian skripsi ini akan diteliti 
apakah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk ini dapat 
dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak? 
Dan juga akan diteliti bagaimana putusan hakim mengenai sanksi yang 
diberikan terhadap orang mabuk yang melakukan tindak pidana pembunuhan 
ini. Maka penulis menyajikan Putusan Mahkamah agung Nomor : 908 
K/Pid/2006 dan Nomor : 59 K/MIL/2009 yang mana dapat melihat dari 
putusan hakim Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, sampai 
Kasasi di Mahkamah agung. Putusan ini akan diteliti bagaimana 
pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap 

















HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
A. Pertanggung-jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Yang Dilakukan Oleh Orang Mabuk 
1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 
terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana 
yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa 
tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah 
ditentukan dalam Undang-undang. 
Dilihat dan sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan 
dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan 
tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat 
melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Apabila dilihat dan sudut 
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung 
jawaban pidana. oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang 
melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dan 
soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. 
Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan 
hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-
undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of penal provision), namun 
hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk 
pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan 
perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Dengan 
perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggung-jawabkan atas 
   
 
 
perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus 
dipertanggungkan kepada orang tersebut. 
Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan 
bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan 
pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan 
suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga 
dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal 
apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas 
dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika 
tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens 
sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang 
tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak 
memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi 
pidana denda atau rampas. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Kekuasaan 
Kehakiman (UU. No. 48/2009) berbunyi : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi 
pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut 
undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat 
bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas 
dirinya”. Jadi unsur kesalahan itu, sangat menentukan akibat dari perbuatan 
seseorang.  
Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat. Asas 
“Tiada pidana tanpa kesalahan” yang telah disebutkan di atas mempunyai 
sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari 
hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta 
akibatnya (Tatstrafrecht atau Erfolgstrafrecht) kea rah hukum pidana yang 
berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (Taterstrafrecht), tanpa 
meninggalkan sama sekali sifat dari Tatstrafrecht. Dengan demikian hukum 
pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “Tat-taterstrafrecht”, ialah 
hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum 
pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai Sculdstrafrecht, artinya bahwa 
untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat. 
   
 
 
Ternyata bahwa asas kesalahan itu pada masa dahulu tidak diakui secara 
umum. Pidana dijatuhkan hanya melihat kepada perbuatan yang merugikan 
atau yang tidak dikehendaki, tanpa memperhatikan sikap batin si pembuat. 
Keadaan ini setapak demi setapak berubah, sehingga pertanggung jawab 
seseorang atas perbuatannya didasarkan pula atas sikap batin orang itu yang 
berupa kesalahan. Peranan unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan 
pidana di negara-negara Anglo Saxon tampak dengan adanya maxim (asas) 
“Actus non facit reum, nisi mens sit rea” atau disingkat asas “mens rea”. Arti 
aslinya ialah “evil mind” atau “evil will” atau “gulty mind”. Mens rea 
merupakan subjective guilt yang melekat pada si pembuat. Subjective guilt ini 
berupa intent (kesengajaan) atau setidak-tidaknya negligence (kealpaan). 
Hanya perlu diketahui bahwa di Inggris ada apa yang disebut “strict liability”, 
yang berarti bahwa pada beberapa tindak pidana tertentu atau mengenai unsur 
tertentu pada sesuatu tindak pidana tidak diperlukan adanya mens rea.  
Membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti 
mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema. Memang soal 
kesalahan merupakan suatu problema pokok dalam hukum pidana, di samping 
sifat melawan hukumnya perbuatan dan pidana. Tiga hal tersebut oleh Sauer 
disebut “Trias dalam hukum pidana”. Untuk pemidanaan harus ada kesalahan 
lebih dulu pada si pembuat. Soal kesalahan ada hubungannya dengan 
kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan 
ada atau tidak adanya kesalahan ada 3 (tiga) pendapat dari (Sudarto, 1990 : 
87) : 
a. Kaum indeterminis (penganut indeterminisme), yang pada dasarnya 
berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini 
merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan 
kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka 
tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan. 
b. Kaum determinis (penganut determinisme) mengatakan, bahwa manusia 
tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan 
sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan 
kekutan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang 
yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. 
Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau 
dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. 
Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak 
berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Justru karena tidak adanya 
kebebasan kehendak itu maka ada pertanggungjawab dari seseorang atas 
   
 
 
perbuatannya. Tetapi reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa 
tindakan (maatregel) untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana 
dalam arti “penderitaan sebagai buah hasil dari kesalahan oleh si 
pembuat”. 
c. Golongan ketiga mengatakan, ada dan tidak adanya kebebasan kehendak 
nitu untuk hukum pidana tidak menjadi soal (irrelevant). Kesalahan 
seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak adanya kehendak 
bebas. 
“Bagaimanakah dengan KUHP Indonesia? KUHP Indonesia berpijak 
kepada indeterminisme, ialah sesuai dengan pandangan aliran klasik (neo-
klasik). Aliran modern (positif), berpandsangan deterministis” (Sudarto, 1990 
: 87-86). 
Mezger mengatakan Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang 
memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak 
pidana. Van Hamel mengatakan, bahwa “kesalahan dalam suatu delik 
merupakan pengertian psychologis, perhubungan antara keadaan jiwa si 
pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan 
adalah pertanggungjawab dalam hukum (Schuld is de 
verantwoordelijkheidrechtens). Dari pendapat-pendapat tersebut maka 
dapatlah dimengerti bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan 
terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang 
bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat 
dicelakan kepadanya. Pencelaan di sini bukannya pencelaan berdasarakan 
kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Bukan 
“ethische schuld”, melainkan “verantwoordelijkheid rechtens, seperti 
dikatakan oleh Van Hamel. Namun demikian untuk adanya kesalahan hemat 
kami harus ada pencelaan ethis, betapapun kecilnya. Ini sejalan dengan 
pendapat, bahwa “dass Recht ist das ethische Minimum”. Setidak-tidaknya 
pembuat dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat, yang 
terdiri dari sesame hidupnya, dan yang memuat segala syarat untuk hidup 
bersama. Pernyataan bahwa kesalahan itu mengandung unsur ethis 
(kesusilaan) tidak boleh di balik. Tidak senantiasa orang, yang melakukan 
perbuatan atau orang yang tidak menghormati tata ataupun kepatutan dalam 
masyarakat atau pada umumnya melakukan perbuatan yang dapat dikatakan 
tidak susila itu, dapat dikatakan bersalah, dalam arti patut dicela menurut 
hukum (Sudarto, 1990 : 88-89). 
Moeljatno menyukai rumusan yang agak panjang, tetapi lebih jelas, 
yaitu seperti yang diberikan oleh simons : “Kesalahan adalah adanya keadaan 
psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya 
hubungan antara keadaan  tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang 
sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan 
tadi. Dan ucapan ini ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan 
dua hal di samping melakukan perbuatan pidana. 
1. adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan 
   
 
 
2. adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan 
perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi (Moeljatno, 
2008 : 171).       
Sungguh pun antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan erat, 
bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau 
yang kedua tergantung dari yang pertama. 
Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan 
sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah : 
kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvarbaarheid). Ini adalah dasar 
yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa 
terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat/normal. Hanya 
terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita 
harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah 
dianggap baik dalam masyarakat. Sebab kalau keadaan jiwanya normal, tentu 
fungsinya pun normal pula. Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal, 
fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran ynag berlaku dalam 
masyarakat tidak sesuai baginya. Bagi mereka tidak ada guna diadakan 
pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang 
tepat. Bahwa mereka ini tidak dapat dipertanggugjawabkan, dinyatakan dalam 
Pasal 44 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya 
cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. 
Sekarang tentang hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan 
yang dilakukan, yang menimbulkan celaan tadi. Perbuatan-perbuatan yang 
diinsafi sebagai demikian atau yang dilakukan dengan kesengajaan dinamakan 
delik dolus. Di samping ini juga ada golongan yang dinamakan delik culpa, 
yaitu yang dilakukan dengan kealpaan, yang menurut wujudnya ada dua 
macam, yaitu : delik culpa yang sesungguhnya dan yang tidak sesungguhnya. 
Yang pertama adalah delik yang dirumuskan secara material di mana akibat 
yang dilarang tidak diinsafinya lebih dulu bahwa kan terjadi pendek kata tidak 
disengaja oleh terdakwa, tetapi akibat tersebut mungkin akan bisa timbul 
karena dia alpa ata lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang 
   
 
 
seharusnya dilakukan olehnya supaya akibat tidak timbul. Contoh Pasal 188 
KUHP (Menimbulkan kebakaran karena kealpaan).  
Adapun yang kedua, itu adalah delik formal, di mana sesuatu unsur 
tidak dimengerti sebagai demikian, tetapi cukuplah kalau tidak diinsafi unsur 
tersebut disebabkan karena kealpaan atau kelalaian. Sebenarnya, delik culpa 
yang tidak sesungguhnya ini, adalah delik dolus, di mana sesuatu keadaan 
yang menyertai perbuatan di culpakan. Misalnya dalam Pasal 480 (penadahan) 
apabila barang-barang yang dibelinya itu, diketahui berasal dari kejahatan itu 
disebut penadahan dolus (opzettelijke heling).Kalau tentang hal asalnya 
barang-barang yang tersebut tidak diketahuinya, akan tetapi tidak tahunya itu 
disebabkan karena kealpaan atau kelalaian maka di situ ada penadahan yang 
culpa (culpose heling). Keduanya baik yang dolus maupun yang culpa diatur 
dalam Pasal 480 KUHP. Begitu pula Pasal 287 KUHP : Bersetubuh dengan 
wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga 
umur belum 15 tahun, atau belum mampu untuk dikawini.  
Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan 
perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang 
menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan 
bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk 
kesalahan (schuldvormen). Di luar dua bentuk ini, KUHP kita (dan kiranya 
juga lain-lain negara) tidak mengenal macam kesalahan lain. Sesungguhnya, 
bukan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang merupakan delik 
itu sendiri, yang merupakan celaan, seperti pandangan Simons, tetapi 
pernilaian dari hubungan itu. Pada waktu orang masih beranggapan bahwa 
kesalahan berupa hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang 
merupakan delik, paha ini lalu dinamakan psychologis schuldbegrip (paham 
kesalahan yang psikologis).  
Adapun pendapat yang lebih baru, yang mengatakan bahwa intinya 
kesalahan adalah pernilaian dari keadaan psikologis itu, dinamakan normatief 
schuldbegrip (paham kesalahan yang normatif). Begitu pula waktu meyelidiki 
batin orang yang melakukan perbuatan. Bukan bagaimana sesungguhnya 
   
 
 
keadaan batin orang itu yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana penyelidik 
(hakim) mempernilai keadaan batinnya, menilik fakta-fakta yang ada di situ. 
Dengan mengeyampingkan pembenarannya masing-masing paham atau ajaran 
secara teoretis, hemat saya, menurut sistem KUHP kita (antara lain Pasal 44) 
seyogianya kita memakai paham normatif. Sering dikatakan bahwa 
kesengajaan adalah kesalaha yang besar, sedangkan kealpaan kesalahan ayang 
kecil. Karenanya dalam KUHP kita sistemnya ialah bahwa delik-delik dolus 
diancam dengan pidana yang jauh lebih besar daripada ancaman bagi yang 
culpa, contoh Pasal 338 (pembunuhan) dolus = 15 tahub, Pasal 359 
menyebabkan mati karena kealpaan 1 tahun penjaran; Pasal 354 penganiayaan 
berat 8 tahun; Pasal 360 menyebabkan dengan luka berat 9 bulan penjara. 
(Mengenai Pasal-Pasal ini diadakan perubahan dalam tahun 1960 diancam 
pidana dijadikan 5 tahun). Hal yang dalam sistem KUHP ganjil sesungguhnya 
adalah Pasal 480, karena di situ delik dolus dan culpa ancamannya sama.  
Moeljatno tidak begitu setuju kalau dikatakan bahwa kesengajaan 
adalah bentuk kesalahan yang besar dan kealpaan yang kecil. Jika dipandang 
dari sudut orang melakukan perbuatan, mungkin memang demikian. Karena 
orang yang melakukan perbuatan dan mengerti bahwa itu dilarang 
menunjukkan sikap batin yang lebih jahat daripada sikap batin orang yang 
karena alpa atau lalai tenmtang kewajiban-kewajiban menimbulkan perbuatan 
pidana. Sering terdengar dalam hal ini, bahwa terdakwa bukanlah orang yang 
jahat, tetapi hanya lalai, kurang berhati-hati saja. Tetapi kalau perbuatan 
dilihat bukan dari segi orang yang melakukan, melainkan dari segi masyarakat 
yang dirugikan karena perbuatan tadi, hemat saya kedua bentuk adalah sama 
beratnya, tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Yang ada hanya 
dalam corak atau jenis yang berlainan.  
Maka dari itu, kalau masyarakat kita sudah jelas meninggalkan sifat 
individualis liberalis, dan beralih pada masyarakat yang sosiologis 
(kekeluargaan), di situ kesengajaan dan kealpaan merupakan dua bentik 
kesalahan yang berlainan jenis, di mana yang satu tidak apriori dapat 
dikatakan lebih jahat tau lebih berat dari yang lain. Kealpaan dalam bahasa 
   
 
 
Belanda juga dinamakan schuld, jadi sama dengan kesalahan yang juga 
dinamkan schuld, hal mana sering menimbulkan salah paham. Kerenanya ada 
tendensi untuk memakai schuld dalam arti kesalahan saja, sedangkan kealpaan 
seyogianya dinamakan onachtzaamheid atau culpa. Meskipun keadaan 
batinnya seseorang sehat, hingga dia mempu bertanggungjawab, dan umur 
sudah cukup dan ketika melakukan perbuatan pidana menginsafi benar tingkah 
lakunya serta segala ikhwal yang disyaratkan menurut rumusan delik, ataupun 
mempunyai kealpaan terhadap timbulnya akibat yang dilarang, atau terhadap 
suatu keadaan, namun ada kalanya dia dianggap tidak mempunyai kesalahan 
pula. Tekanan dari luar yang dianggap mempengaruhi fungsi batin orang 
sedemikian rupa, hingga dia terpaksa melakukan perbuatan, dinamakan alasan 
pemaaf (verontschuldigingsgrond) (tidak bisa berbuat lain). 
Di atas telah dikatakan, bahwa pemisahan antara keadaan batin dengan 
hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, sesungguhnya tidak 
mungkin. Kiranya sekarang menjadi lebih jelas kebenaran ucapan tersebut, 
sebab kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan 
bertanggungjawab. Begitu pula kealpaan. Juga adanya kesalahan pemaaf tidak 
mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai 
salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu jangan dilupakan 
pula, bahwa semua unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan 
pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya 
kesalahan, terdakwa harus (Moeljatno, 2008 : 177) : 
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). 
b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab. 
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 
kealpaan. 
d. Tidak adanya alasan pemaaf. 
Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, 
terdiri atas tiga syarat yaitu (Moeljatno, 2003 : 9) : 
a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dan si 
pembuat. 
b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang 
berhubungan dengan kelakuannya yaitu: 
1) Disengaja 
2) Sikap kurang hati-hati atau lalai 
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung 
jawaban pidana bagi si pembuat.  
Dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur, ialah 
(Sudarto, 1990 : 91) : 
   
 
 
a. Adanya kemampuan bertanggungb jawab pada si pembuat 
(Schuldfahigkeit atau Zurechnungstahigkeit); artinya keadaan jiwa si 
pembuat harus normal. 
b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa 
kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); ini disebut bentuk-bentuk 
kesalahan. 
c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan 
pemaaf. 
Kalau ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa 
dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawab pidana, sehingga bisa 
dipidana. 
Dalam pada itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti 
seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus 
dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. 
Kalau ini tidak ada, artinya, kalau perbuatannya tidak melawan hukum, 
maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan sipembuat. Sebaliknya, 
seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan 
sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela 
atas perbuatan itu. Itulah sebabnya, maka kita harus senantiasa menyadari 
akan dua pasangan dalam syarat-syarat pemidanaan, ialah adanya (Sudarto, 
1990 : 92) : 
1. Dapat dipidananya perbuatan (strafbaarheid van het feit) 
2. Dapat dipidananya orangnya atau pembuatnya (starfbaarheid van de 
person). 
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan 
yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat 
membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan 
untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya 
perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu 
dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang 
diperbolehkan dan mana yang tidak. 
Sebagai konsekuensi dan dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak 
mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya 
perbuatan, dia tidak mempunyal kesalahan kalau melakukan tindak pidana, 
orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena 
kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur keSalahan. maka untuk 
membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.  
   
 
 
Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang 
cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam 
selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu 
bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa 
terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ml, hakim 
memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa 
sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan 
hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, 
sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan 
asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. 
2. Analisis Pertanggung-jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana 
Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Mabuk 
Berkaitan dengan hukuman, dalam hukum positif di Indonesia 
mengenai tindak pidana pembunuhan seseorang diatur dalam Bab XIX 
Buku ke II Pasal 338-350 KUHP, dan pada Pasal 338 KUHP menyatakan 
bahwa “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dan 
pada Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa sengaja dan 
dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena 
pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu”.  
Bentuk pokok dan kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur 
kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang 
baik sengaja biasa maupun sengaja yang direncanakan. Pembunuhan 
sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara 
spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau 
kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya 
dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun 
unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan 
nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, adapun unsur-unsur 
   
 
 
pembunuhan yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa 
dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. 
Adapun sanksi pembunuhan biasa yang sanksinya lebih ringan 
dibandingkan dengan sanksi yang diberikan kepada pembunuhan 
direncanakan. Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana positif 
yakni dapat dipertanggungjawabkannya dan si pembuat, adanya perbuatan 
melawan hukum, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang 
menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. 
Selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kesengajaan. 
Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggung-
jawaban pidana) adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap 
perbuatan, yang dicelakan kepada sipembuat itu. Hubungan batin ini bisa 
berupa sengaja atau alpa. Apakah yang diartikan dengan sengaja? KUHP 
kita tidak member definisi. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti 
kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yang 
mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan 
mengetahui” (willens en wetens). (Pompe, cetakan ke 3, 1959 halaman 
166). Ini sama dengan Pasal 18 KUHP Swiss, yang bunyinya : 
“Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan 
menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”. Jadi 
dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui 
apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja 
menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari 
tentang apa yang dilakukan itu. Misal seorang ibu, yang sengaja tidak 
member susu kepada anaknya, menghendaki dan sadar akan perbuatannya 
tersebut.  
Soalnya sekarang ialah, apakah arti dikehendaki dan diketahui itu? 
Dalam teori tentang hal ini ada dua aliran, yaitu (Moeljatno, 2008 : 185) : 
1. Teori kehendak (wilstheorie) yaitu yang paling tua dan pada masa 
timbulnya teori yang lain mendapat pembelaan kuat dari von Hippel 
guru besar di Gottingen, Jerman. Di negeri Belanda antara lain dianut 
oleh Simons. 
   
 
 
2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang kira-kira tahun 1990 
diajarkan oleh frank, guru besar di Tubingen Jerman, dan mendapat 
sokongan kuat dari von Listz. Di Nederland penganutnya antara lain 
adalah von Hamel. 
Teori kehendak (wilstheorie) merupakan kehendak untuk 
mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, demikian 
von Hippel (1903). Sedangkan teori pengetahuan atau membayangkan 
adalah membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak 
bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. 
Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh 
si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Penganutnya 
adalah Frank (1907). Terhadap perbuatan yang dilakukan sipembuat kedua 
teori itu tak ada perbedaan; kedua-duanya mengakui bahwa dalam 
kesengajaan harus ada kehendak untuk perbuatan. Perbedaannya ialah 
dalam hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya 
akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam hal yang terakhir 
ini teori yang satu menyebutkan sebagai “menghendaki”, sedang teori 
yang lain sebagai “mengetahui atau membayangkan”. Pada hakekatnya 
dalam praktek penggunaannya, hasil kedua teori adalah sama. 
Perbedaannya adalah dalam terminologie, dalam istilahnya saja. 
Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat 
dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau 
bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut (Sudarto, 1990 : 
103-105) : 
1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai 
suatu tujuan (yang dekat); dolus directus. Corak kesengajaan ini 
merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si 
pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau 
akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia 
menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Misalnya, A menempeleng 
B. A menghendaki sakitnya B, agar B tidak membohong.  
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn 
atau noodzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan mempunyai 
2 akibat, yaitu : 
a. Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan delik 
tersendiri atau tidak. 
   
 
 
b. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan 
untuk mencapai tujuan dalam huruf a tadi, akibat ini pasti timbul/ 
terjadi.  
Contoh : A hendak membunuh B dengan tembakan pistol. B 
duduk di balik kaca jendela restaurant. Penembakan terhadap B, pasti 
akan memecahkan kaca pemilik restaurant itu. Terhadap rusaknya kaca 
(Pasal 406 KUHP) ada kesengajaan dengan sadar keharusan. 
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau 
voorwaardelijk opzet). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula 
mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Contoh : 
seorang mengendarai kuda dengan lajunya dijalan dalam kota. Di 
muka ia lihat sekelompok anak yang sedang bermain-main. Apabila ia 
tetap dalam kecepatan yang sama tanpa menghiraukan nasib anak-anak 
itu dan  tanpa mengambil tindakan pencegahan, dan apabila akibat 
perbuatannya itu beberapa anak luka atau mati, maka di sini ada 
kesengajaan untuk menganiaya atau membunuh. Meskipun tidak dapat 
dikatakan bahwa ia menginginkan akibat tadi, namun jelas ia 
menghendaki hal itu, dalam arti, meskipun ia sadar akan kemungkinan 
tentang luka dan matinya anak, ia mendesak kesadaran itu kebelakang 
dan menerima apa boleh buat kemungkinan itu, dengan melampiaskan 
nafsunya untuk menegar kuda. 
Oleh karena itu dalam analisis ini penulis membahas apakah orang 
mabuk yang melakukan pembunuhan maka orang tersebut dapat 
dipertanggung-jawabkan perbuatannya ataukah tidak. Sebab pada dasarnya 
pengertian mabuk dapat diartikan sebagai keadaan keracunan karena 
konsumsi alkohol sampai kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan 
mental dan Mabuk dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi psikologis 
yang dapat diidentifikasikan berbentuk gejala umum antara lain bicara 
tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata 
merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang 
terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau „pemabuk). 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengertian mabuk dapat ditegaskan 
sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di 
mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi 
psikologis tersebut dapat diidentifikasikan berbentuk gejala umum antara 
lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka 
semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya. 
   
 
 
Mabuk ini di Indonesia tidak merupakan kejadian sehari-hari. Ini 
berhubungan dengan hidup keagamaan dan iklim daerah ini, yang tidak 
membutuhkan pemakaian alkohol secara mutlak. Tidak demikian halnya di 
negara-negara di Eropa dan Amerika. Di sini alkohol bukanlah minuman 
yang istimewa. Pemabukan banyak terjadi dan oleh karena pemabukan ini 
dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum yang 
berupa kejahatan atau pelanggaran, maka hukum pidana bersangkut paut 
pula dengan persoalan pemabukan. Menjadi persoalan, bagaimana menilai 
perbuatan seseorang yang dilakukan dalam keadaan mabuk. Alkohol dapat 
menyebabkan intoksikasi (keracunan, kebiusan) dari otak. Minuman itu 
seolah-olah mengakibatkan psychoseacuut, dengan tanda cirinya antara 
lain euphorie (perasaan, hebat, gembira : a feeling of well being, 
properous, happy) kehilangan rem-rem moril, kurang kritik terhadap diri 
sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap bahaya, 
konsentrasi yang sedikit, pendek kata keadaan jiwa (psychis), yang 
menjurus ketidak mampuan bertanggung-jawab atau kekurangan 
kemampuan untuk itu. 
Orang mabuk yang melakukan tindakan pembunuhan maka yang 
bersangkutan harus diklasifikasikan, apakah pelaku tersebut melakukan 
tindakan pembunuhan dengan sengaja atau tidak. Artinya, harus dilihat 
dari aspek berikut (A. Hanafi, 2002 : 108). 
1. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan tanpa 
sengaja, karena membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi 
akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain. 
2. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan 
sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan mabuk namun 
sebelumnya dia telah merencanakan pembunuhan kepada korban 
(semisal telah mempersiapkan alat yang dapat dipakai untuk 
membunuh orang lain) sehingga meskipun kondisi akal pikirannya 
tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain ketika dalam kondisi 
mabuk namun pelaku telah mempersiapkan din dan memiliki niat 
untuk membunuh korban. 
3. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan 
sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan mabuk sehingga 
kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain 
namun dalam membunuh korban telah didahului oleh niat untuk 
membunuh korban yaitu agar pelaku memiliki keberanian untuk 
   
 
 
membunuh maka pelaku membuat dirinya agar mabuk berat dan 
kemudian melakukan pembunuhan kepada korban. 
4. Pembunuh yang mabuk tidak benar-benar dalam kondisi mabuk, 
sehingga kondisi akal pikirannya masih sadar (meskipun tidak 100 %) 
namun dirinya masih sadar jika dirinya membunuh orang lain, dan 
pelaku melakukan pembunuhan dengan mabuk untuk menghindari 
hukuman. 
Oleh karena itu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana terjadinya 
pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan mabuk tersebut: 
1. Bagaimana kadar mabuknya pelaku tersebut. 
Pelaku pembunuhan dalam keadaan mabuk yang berdalih 
dengan hilangnya akal pikiran sehat dalam melakukan pembunuhan 
sehingga dapat dikategorikan tidak sengaja akan tetapi justru 
sebenarnya pelaku memilki niat sengaja membunuh korban., maka 
sebenarnya pelaku tersebut telah membunuh dengan sengaja. 
2. Bagaimana niat awal pelaku tersebut 
Meskipun berdalih mabuk namun telah mempersiapkan din 
atau memiliki niat untuk membunuh korban maka pelaku dapat 
dikategonikan membunuh dengan sengaja. 
3. Bagaimana tindakan pelaku tersebut 
Jika memang benar pada awalnya tindakan pembunuhan yang 
dilakukan pelaku terhadap korban tidak ada niat untuk membunuh 
karena sebelumnya tidak ada pertemuan atau hubungan antara pelaku 
dan korban, sedangkan pelaku memang sudah dalam keadaan mabuk 
kemudian secana tiba-tiba bertemu dengan konban dan terjadi 
pertengkanan sehingga pelaku membunuh korban, maka pelaku dapat 
dikategorikan membunuh dengan tidak sengaja. 
Mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang 
mabuk ini, penulis memberikan suatu contoh kasus antara lain adalah 
Briptu Sofyan,terdakwa kasus penembakan mahasiswa STKIP Kabupaten 
Garut,(alm) Herman alias Oday,23,divonis majelis hakim satu tahun 
penjara dikurangi masa tahanan dalam sidang putusan di Pengadilan 
Negeri (PN) Garut pada tanggal 8 Februari 2011. 
Majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Roedy Suharso menilai, 
anggota Polsek Pakenjeng itu tidak terbukti secara sengaja melakukan 
pembunuhan terhadap (alm) Herman. Hakim anggota, Indrawan, 
   
 
 
menjelaskan,terdakwa Briptu Sofyan saat itu dalam kondisi mabuk dan 
terpengaruh alkohol ketika menembak (alm) Herman.Oleh karena 
pertimbangan itulah,tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut 
terdakwa dengan Pasal utama 338 tentang pembunuhan tidak terbukti.  
Terdakwa terbukti dalam kondisi mabuk saat bermain aksi koboi- 
koboian (Russian Roulette).Dari ahli yang memeriksa, kadar minuman 
yang dia minum saat itu berjumlah 40%. Dengan pertimbangan 
inilah,kami selaku majelis hakim menganggap, terdakwa tidak memiliki 
motif untuk membunuh almarhum Herman. Bagaimanapun, orang yang 
sedang mabuk tidak memiliki kesadaran apa pun. Oleh karena 
itulah,tuntutan pertama dari JPU yang dialamatkan kepada dirinya, yakni 
di Pasal 338 menjadi gugur.  
Di kasus ini terdakwa Briptu Sofyan hanya terbukti lalai karena 
menyalahgunakan wewenangnya dalam kepemilikan senjata. Karena itu, 
tuntutan yang pantas bagi terdakwa Briptu Sofyan adalah Pasal 359 
tentang karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. 
Terdakwa ini hanya terbukti lalai saja dalam kepemilikan senjata api.Itulah 
yang terungkap dari beberapa persidangan. 
Dan pada saat dilakukan banding, Pengadilan Tinggi (PT) 
Bandung pada 6 April 2011 menjatuhkan vonis tiga tahun kepada Briptu 
Sofyan pada kasus penembakan terhadap mahasiswa Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (STKIP) Garut, Herman alias Oday. Ia 
terbukti bersalah sesuai Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. 
Dalam putusan banding tersebut, PT Jabar menyatakan terpidana 
Briptu Sofyan terbukti menghilangkan nyawa korban sehingga layak 
dihukum berdasarkan dakwaan primer jaksa (http/ www.google.com/ 
briptu-sofyan-penembak-mahasiswa-stkip-minta-dibebaskan.html/ diakses 
tanggal 5 Mei 2011 pukul 16.55 WIB). 
Menurut penulis dari contoh kasus di atas dapat diterima adanya 
ketidak mampuan bertanggung jawab. Karena Pembunuh yang mabuk 
tersebut melakukan pembunuhan tanpa sengaja, karena membunuh dalam 
keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya 
membunuh orang lain. Pada saat melakukan penembakan itu Briptu 
Sofyan dalam keadaan mabuk. Dan Briptu Sofyan yang dalam keadaan 
mabuk melakukan tindak pidana pembunuhan yang tidak disadari. Briptu 
Sofyan terbukti dalam kondisi mabuk saat bermain aksi koboi- koboian 
(Russian Roulette). Dari ahli yang memeriksa, kadar minuman yang dia 
minum saat itu berjumlah 40%. Briptu Sofyan tidak memiliki motif untuk 
membunuh almarhum Herman. Orang yang sedang mabuk tidak memiliki 
kesadaran apa pun dan keadaan ini yang menjurus ketidak mampuan 
   
 
 
bertanggung jawab atau kekurangan mampuan untuk itu. Di sini si 
pembuat yang mabuk, melakukan perbuatan yang tidak disadari. Ia dalam 
keadaan yang bersifat penyakit (pathologisch roes).  
Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, beberapa ahli 
hukum memasukkan perihal kemampuan bertanggung jawab ke dalam 
unsurtindak pidana, walaupun dalam setiap Undang-undang tidak 
disebutkan secara eksplisit kemampuan bertanggung jawab itu sebagai 
unsurtindak pidana.  
Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang 
kemampuan bertanggung jawab. Pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan 
tentang keadaan mengenai bilamana seseorang tidak mampu bertanggung 
jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara 
negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan bilamana 
seorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan 
kebalikannya, adalah apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa 
sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 KUHP yakni karena 
jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya terganggu karena 
penyakit.  
Adapun mengapa pembentuk Undang-undang merumuskan dengan 
cara demikian? Mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah pembentukan 
WvS Belanda mengenai rumusan Pasal 44 tersebut, dimana pembentuk 
Undang-undang mengambil sikap sebagai prinsip ialah “bahwa setiap 
orang itu harus dianggap mampu bertanggung jawab”. Dengan berpegang 
pada prinsip itu maka setelah terjadinya tindak pidana, apabila terjadi 
keraguan tentang kemampuan bertanggung jawabnya, barulah hal ketidak 
mampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan, agar 
orangnya tidak dipidana . Jadi dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah 
ketidak mampuan bertanggung jawab pidana dan bukan sebaliknya tentang 
kemampuan bertanggung jawab pidana. Hal ini dimaksudkan agar putusan 
hakim benar-benar mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. 
   
 
 
Dua keadaan jiwa sebagaimana disebut dalam Pasal 44 (1) adalah 
keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat dipertanggung jawabkannya 
atas perbuatannya. Dengan kata lain keadaan jiwa disitu berlaku untuk 
segala macam bentuk perbuatan. Oleh karena itu sifatnya umum. 
“Pompe mengatakan bahwa jiwa cacat dalam pertumbuhannya 
(gebrekkige ontwikkeling) dan terganggunya jiwa karena penyakit 
(ziekelijke storing) adalah bukan pengertian dari sudut kedokteran, tetapi 
pengertian hukum” (Adami Chazawi, 2002 : 23). Ada atau tidaknya 
kemampuan bertanggung jawab tidak semata-mata tentang keadaan jiwa si 
pembuat, tetapi juga tentang bagaimana hubungan jiwa si pembuat itu 
dengan perbuatan yang dialkukan. Apakah ada hubungan yang demikian 
eratnya, sehingga si pembuat tidak mampu bertanggung jawab atas 
perbuatan yang dilakukannya. Untuk menetapkan ada atau tidaknya 
hubungan keadaan jiwa dengan perbuatannya itu adalah wewenang hakim, 
dan bukan ahli jiwa. 
Keterangan ahli oleh dokter ahli jiwa (psikiater) di sidang 
pengadilan tentang keadaan jiwa si pembuat tidaklah wajib diikuti oleh 
Majelis Hakim. Dengan berbagai pertimbangan yang ada, sebenarnya 
Majelis Hakim berhak menggunakan pendapatnya sendiri tanpa memakai 
keterangan ahli oleh seorang ahli jiwa dalam memutus tentang ada 
tidaknya kecacatan jiwa dan penyakit jiwa yang menggangu akalnya. 
Akan tetapi oleh adanya alas an bahwa hakim pada umumnya bukanlah 
ahli dibaidang kejiwaan, maka sewajarnya pendapat ahli jiwa itu 
dipertimbangkan untuk memperkuat pendapatnya atau menjadi dasar 
pendapatnya. 
Keadaan jiwa yang bagaimana yang disebut dengan jiwa cacat 
dalam pertumbuhannya (gebrekkige ontwikkeling) dan terganggunya jiowa 
karena penyakit (ziekelijke storing) tidak terdapat penjelasan lebih jauh 
dalam Undang-undang. 
Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya adalah suatu cacat jiwa 
(abnormal) yang melekat pada seseorang sejak kelahirannya, misalnya 
imbiciil, idiot, bisu tuli sejak lahir dan lain sebagainya. Sedangkan pada 
   
 
 
terganggu jiwanya karena penyakit, keadaan jiwa yang abnormal itu 
dideritanya bukan sejak lahir, melainkan setelah lahir, misalnya gila, 
epilepsy. Gangguan jiwa ini bias bersifat fisik maupum psikis, miosalnya 
dalam arrest Hoge Raad menyatakan tidak dapat dipertanggung 
jawabkannya dalam kecelakaan mobil karena serangan diabetes mendadak 
(24-11-1964) atau karena akibat terlambat dari obat tidur yang tidak 
terduga (16-11-1965). Demikian juga orang yang dibawah pengaruh 
hypnose dan dalam keadaan mabuk tidur atau tidur sambil berjalan 
termasuk pula tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan 
karenanya tidak dapat dipidana (arrest H.R 10-11-1924) (Adam Chazawi, 
2002 : 26).  
Menurut Lamintang, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang dalam keadaan yang sepenuhnya “tidak sadar” maka perbuatan 
itu haruslah dipandang sebagai “niet toerekenbaar” atau haruslah 
dipandang sebagai tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya. 
“Ternyata Van Hammel dan Simons pun berpendapat demikian, 
dimana Menurut Simons, tertutupnya kemungkinan bahwa pelakunya itu 
dapat dihukum adalah karena pada dirinya tidak terdapat baik 
unsurkesengajaan maupun unsurkealpaan” (Lamintang, 1984 : 425). 
“Sedangkan menurut Hazewinkel Suringa, apabila tindakan 
tertentu dari seseorang berada “di luar kesadaran” dari orang tersebut, 
maka tindakannya itu sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan 
kepadanya” (Lamintang, 1984 : 419). 
Dalam keadaan tidak sadar, seseorang tidak mungkin mempunyai 
suatu schuld (dolus atau culpa) sehingga akibat-akibat yang timbul atas 
perbuatan yang dilakukannya sudah barang tentu tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut. 
Meskipun mabuk mengakibatkan keadaan jiwa (psychis), yang 
menjurus ketidak mampuan bertanggung jawab atau kekurang kemampuan 
untuk itu. Tetapi harus dilihat terlebih dahulu bagaimana terjadinya 
pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan mabuk tersebut. 
Dalam hal ini dilihat dari bagaimana tindakan pelaku tersebut, jika 
memang benar pada awalnya tindakan pembunuhan yang dilakukan pelaku 
terhadap korban tidak ada niat untuk membunuh karena sebelumnya tidak 
ada pertemuan atau hubungan antara pelaku dan korban, sedangkan pelaku 
   
 
 
memang sudah dalam keadaan mabuk kemudian secana tiba-tiba bertemu 
dengan konban dan terjadi pertengkanan sehingga pelaku membunuh 
korban, maka pelaku dapat dikategorikan membunuh dengan tidak 
sengaja. 
Dengan berdasarkan teori pengetahuan atau membayangkan 
(voorstelling-theorie), sengaja berarti membayangkan akan timbulnya 
akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya 
dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang 
diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi 
pada waktu ia berbuat. Penganutnya adalah Frank (1907). 
Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, yang 
menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, corak 
kesengajaan dari Briptu Sofyan berupa kesengajaan dengan sadar 
kemungkinan (dolus eventualis atu voorwaardelijk opzet). Dalam hal ini 
ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata 
benar-benar terjadi. Pada contoh kasus di atas Briptu Sofyan terbukti 
dalam kondisi mabuk saat bermain aksi koboi- koboian (Russian Roulette). 
Dari ahli yang memeriksa, kadar minuman yang dia minum saat itu 
berjumlah 40%. Apabila Briptu Sofyan saat bermain kobo-koboian 
(Russian Roulette) dalam keadaan mabuk, yang mana keadaan mabuk 
tersebut dapat menyebabkan kehilangan rem-rem moril, kurang kritik 
terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap 
bahaya, konsentrasi yang sedikit dan Briptu Sofyan tanpa menghiraukan 
akibat yang ditimbulkan dengan tertariknya pelatuk pistol yang 
dipegangnya karena tidak dalam keadaan sadar sehingga mengakibatkan 
tertembaknya Herman sehingga tewas, maka di sini ada kesengajaan untuk 
melakukan tindak pidana pembunuhan. Meskipun Briptu Sofyan tidak 
mengharapkan Herman tewas tertembak, namun akibat ini ada dalam 
kesengajaannya, sebab ia tetap melakukan perbuatan itu, meskipun ia 
sadar akan akibat yang mungkin terjadi. Berarti dalam hal ini benar Briptu 
Sofyan atas perbuatannya dikenakan Pasal 338 KUHP yang bunyinya 
   
 
 
adalah “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, 
karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun”. 
Contoh yang lain seperti yang terjadi di Sleman, Yogjakarta. 
Terjadi suatu pembunuhan terhadap Muhammad Eko Sukardiyanto, 
mahasiswa semester VII UMY. Pelaku tak lain ialah tetangga korban, Rr 
(20) warga Donokerto, Turi. Yang mana Kurang dari 6 jam, Polres Sleman 
berhasil menangkap pelaku. Kapolres Sleman, AKBP Irwan Ramaini 
didampingi Kasat Reskrim Polres Sleman, AKP Danang Kuntadi 
menjelaskan, usai mendapat laporan adanya pembunuhan pada Jumat 
malam 4 Pebruari 2011, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. 
Jumat malam kejadian sekitar jam 20.30 WIB. Setelah itu tim dari polres 
Sleman langsung melakukan pelacakan dan akhirnya sekitar pukul 02.00 
Sabtu dinihari, pelaku sudah berhasil ditangkap. 
Dipaparkan Kapolres, baik korban maupun pelaku merupakan 
teman sekampung. Sebelumnya, keduanya beserta rekan yang lain, yakni 
Ya dan Hj, sempat mabuk-mabukan di wilayah Turi. Masih dalam keadaan 
mabuk, mereka kemudian menuju ke taman lapangan Denggung. 
Di taman tersebut, mereka mengganggu pengunjung disana. Saat 
itu, antara pelaku dan korban terjadi keributan hingga akhirnya Rr ini 
mengambil obeng dan menusuk pangkal paha sebelah kanan korban. Ini 
semua karena pengaruh mabuk. Namun, pelaku ini sebenarnya juga sudah 
jengkel sejak lama dengan korban,.  
Akibat darah yang terlalu banyak keluar, maka kondisi Eko pun 
tidak bisa tertolong. Mahasiswa UMY ini pun tewas di tempat kejadian. 
Jadi, meninggalnya itu karena darah yang keluar sangat banyak, 
Usai menusuk temannya itu, Rr langsung pulang ke rumah dan 
merendam bajunya yang berlumuran darah. Belum sempat melarikan diri, 
Rr sudah dijemput petugas. Irwan menjelaskan bahwa dari tangan pelaku 
diamankan obeng yang digunakan untuk menusuk korban serta pakaian 
yang masih ada bercak darah. Pelaku diancam dengan Pasal 351 ayat 1 
KUHP jo Pasal 338 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian 
(http/ www.google.com/ KRjogja_com - Dari Jogja Untuk Dunia.htm/ 
diakses tanggal 5 Mei 2011 pukul 17.15 WIB) 
Menurut penulis mengenai contoh kasus di atas bahwa 
pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini ialah dapat 
diklasifikasikan dilihat dari aspek Pelaku yang mabuk tersebut melakukan 
pembunuhan dengan sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan 
mabuk namun sebelumnya dia telah merencanakan pembunuhan kepada 
korban (semisal telah mempersiapkan alat yang dapat dipakai untuk 
membunuh orang lain) sehingga meskipun kondisi akal pikirannya tidak 
   
 
 
sadar jika dirinya membunuh orang lain ketika dalam kondisi mabuk 
namun pelaku telah mempersiapkan din dan memiliki niat untuk 
membunuh korban; dan Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan 
pembunuhan dengan sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan 
mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya 
membunuh orang lain namun dalam membunuh korban telah didahului 
oleh niat untuk membunuh korban yaitu agar pelaku memiliki keberanian 
untuk membunuh maka pelaku membuat dirinya agar mabuk berat dan 
kemudian melakukan pembunuhan kepada korban. 
Dalam hal ini pelaku merencanakan terlebih dahulu pembunuhan 
ini dengan berdasarkan keterangan dari  Kapolres Sleman, AKBP Irwan 
Ramaini bahwa pada saat pelaku dan korban mengganggu pengunjung di 
taman lapangan Denggung. Saat itu, antara pelaku dan korban terjadi 
keributan hingga akhirnya pelaku mengambil obeng dan menusuk pangkal 
paha sebelah kanan korban. Ini semua karena pengaruh mabuk. Namun, 
pelaku ini sebenarnya juga sudah jengkel sejak lama dengan korban. 
Pelaku merencanakan pembunuhan ini dengan mempersiapkan alat yang 
dapat dapat dipakai untuk membunuh orang lain yaitu dengan 
menggunakan obeng. Dan niat pelaku untuk membunuh korban ini juga 
dijelaskan bahwa pelaku sejak lama sudah jengkel dengan korban. Dalam 
hal ini menurut penulis buat apa pelaku mempersiapkan obeng terlebih 
dahulu dan pada saat itu juga pelaku sudah lama merasa jengkel kepada 
pelaku yang kemungkinan mempunyai dendam kepada korban. Dan 
menurut penulis pelaku sudah mempunyai niat terlebih dahulu untuk 
membunuh korban dengan cara membuat dirinya menjadi mabuk berat 
agar dirinya mempunyai keberanian untuk membunuh korban. Dan jika 
dalam keadaan sadar meskipun sudah mempersiapkan alat untuk 
membunuh korban, kemungkinan pelaku merasa ragu dan tidak 
mempunyai keberanian untuk melakukan pembunuhan, sehingga ia 
sengaja mabuk berat agar berani melakukan niatnya tersebut. 
   
 
 
Mengenai kasus ini juga berhubung dengan keadaan batin orang 
yang berbuat dengan sengaja, yeng berisi menghendaki dan mengetahui 
itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori 
yaitu teori kehendak (wilstheorie) dan teori pengetahuan atau 
membayangkan (voorstelling-theorie). Menurut penulis dalam kasus ini 
sesuai dengan teori kehendak (wilstheorie) yaitu inti kesengajaan adalah 
kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-
undang, demikian Von Hippel (1903). Simons dan Zevenbergen menganut 
teori ini. Menurut teori ini bahwa pelaku disini mempunyai kehendak 
untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. 
Unsur-unsur delik itu adalah melakukan tindak pidana kepada korban yang 
mana tindak pidana pembunuhan itu terdapat dalam rumusan di dalam Bab 
XIX Buku ke II Pasal 338-350 KUHP. 
Harus dilihat terlebih dahulu bagaimana terjadinya pembunuhan 
yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan mabuk tersebut bagaimana 
kadar mabuknya pelaku tersebut. Pelaku pembunuhan dalam keadaan 
mabuk yang berdalih dengan hilangnya akal pikiran sehat dalam 
melakukan pembunuhan sehingga dapat dikategorikan tidak sengaja akan 
tetapi justru sebenarnya pelaku memilki niat sengaja membunuh korban., 
maka sebenarnya pelaku tersebut telah membunuh dengan sengaja; dan 
bagaimana niat awal pelaku tersebut meskipun berdalih mabuk namun 
telah mempersiapkan diri atau memiliki niat untuk membunuh korban 
maka pelaku dapat dikategonikan membunuh dengan sengaja. 
Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat 
dibedakan menjadi berbagai corak sikap batin, yang menunjukkan 
tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Mengenai kasus ini corak 
kesengajaan adalah Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) 
untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); dolus directus. Pengertian dari 
Kesengajaan sebagai maksud atau dolus directus ini adalah Corak 
kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. 
Perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. 
   
 
 
Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia 
menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Pada contoh kasus di atas Rr 
(pelaku) yang sengaja untuk mabuk agar memiliki keberanian melakukan 
tindak pidana dan juga suda memiliki niat dengan mempersiapkan alat 
untuk membunuh berupa obeng melakukan pembunuhan terhadap korban 
yaitu Muhammad Eko Sukardiyanto, mahasiswa semester VII UMY. 
Dalam hal ini Rr (pelaku) menghendaki tewasnya korban Muhammad Eko 
Sukardiyanto agar melampiaskan dendamnya, karena pelaku ini 
sebenarnya juga sudah jengkel sejak lama dengan korban. 
Meskipun dalam hal ini pelaku dalam keadaan mabuk yang mana 
mabuk itu pendek kata keadaan jiwa (psychis), yang menjurus ketidak 
mampuan bertanggung jawab atau kekurangan mampuan untuk itu, tapi 
karena pembunuhan ini dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu 
dengan sengaja untuk mabuk agar berani melakukan pembunuhan dan 
mempersiapkan alat berupa obeng untuk mempermudah niatnya 
membunuh korban maka di sini perbuatan dari korban bersifat melawan 
hukum yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, 
apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik 
dalam undang-undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu 
dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Dari 
kasus ini perbuatan dari pelaku dapat diancam pidana yang dirumuskan 
sebagai suatu delik dalam undang-undang yaitu Pasal 340 KUHP yang 
mana bunyi dari Pasal ini adalah “Barangsiapa sengaja dan dengan 
rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena 
pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. 
Meskipun mabuk itu kehilangan kesadaran dan menjurus kepada ketidak 
mampuan bertanggung jawab, tapi hal ini tidak adanya alasan yang 
menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Karena pelaku 
mempunyai kehendak atau niat dengan sengaja mabuk untuk 
menimbulkan keberanian dan memudahkan melakukan tindak pidana 
   
 
 
pembunuhan dan dalam hal seseorang sengaja mabuk sebelum melakukan 
suatu kejahatan agar menjadi berani (courage drinken) ini, pada 
hakekatnya hubungan antara kehendak dengan perbuatannya tidak putus, 
Orang tersebut masih dapat dikatakan menyadari nilai perbuatan beserta 
akibatnya, oleh karena itu ia dapat dipertanggung jawabkan. 
B. Putusan hakim mengenai sanksi yang diberikan Terhadap Tindak Pidana 
Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh  Orang Mabuk 
1. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan 
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Oleh  Orang Mabuk  
Untuk mempermudah pembahasan dan Untuk mengetahui 
pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam kasus 
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk, maka 
penulis menyampaikan dua putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia  pada tingkat kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, 
sebagai berikut : 
a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 908 K/Pid/2006 
1. Identitas Terdakwa 
Nama   : OTNIEL LAYABA als. OTIS 
Tempat lahir  : Ambon 
Umur/tgl. Lahir  : 41 tahun/ 12 Agustus1963 
Jenis kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan   : Indonesia. 
Tempat tinggal  :BTN Waitatiri Desa Suli, Kecamatan 
Salahutu, Kabupaten   Maluku Tengah 
Agama    : Kristen Protestan 
Pekerjaan    : Anggota Polri 
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dimuka 
persidangan Pengadilan Negeri Ambon  
KESATU : 
   
 
 
Bahwa ia terdakwa OTNIEL LAYABA als OTIS pada hari 
Selasa tanggal 08 Februari 2005 sekira 05.30 WIT atau setidak-
tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2005. Bertempat di 
jalan raya depan penginapan Holiday Inn Dusun Waitatiri Desa Suli, 
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya 
di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Ambon, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 
menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 
senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yaitu senjata api 
genggam Revolver Colt Special Caliber 38 mm dengan nomor senjata 
api 795755. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut : 
 Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2005, sekitar jam 23.00 
WIT, terdakwa ONIEL LAYABA alias OTIS berada di rumahnya 
BTN Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku 
Tengah bermain Yoker sambil minum-minuman keras berupa sopi 
sebanyak 2 (dua) botol dengan saksi Jhon Teteuka,lalu sekitar 
pukul 03.00 WIT terdakwa bersama dengan saksi Jhon Teteuka 
dengan menggunakan motor dinas milik terdakwa membeli 
minuman keras berupa sopi dan melanjutkan minum-minuman 
keras sebanyak 1 (satu) botol; 
 Bahwa setelah selesai minum-minuman keras sopi tersebut, 
terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil senjata api 
genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 
795755 yang disimpan di dalam laci lemari pakaian terdakwa, lalu 
membawa keluar senjata tersebut dan mengajak saksi Jhon Teteuka 
untuk pergi ke Hotel Samudera dan selanjutnya ke Penginapan 
Holiday lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya untuk 
   
 
 
mengecek apakah penginapan tersebut masih buka atau sudah 
tutup; 
 Bahwa setelah tahu penginapan tersebut tutup terdakwa keluar dari 
penginapan dan berdiri disamping jalan sedangkan saksi duduk 
diatas sepeda motor, lalu terdakwa mencabut senjata genggam 
senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor 
senjata api 795755 dari samping kiri pinggang terdakwa dan 
mengarahkan kearah Ismail Pellu yang sementara mengendarai 
sepeda motor sambil menggencet pelatuk atau pemicu senjata 
tersebut, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan berupa tembakan dari 
senjata terdakwa dan mengenai korban Ismail Pellu; 
 Bahwa kepemilikan senjata api genggam jenis Revolver Colt 
Special dengan nomor senjata api 795755 yang ada pada Terdakwa 
adalah senjata api yang dipinjam pakai untuk melaksanakan tugas 
pengamanan toko Swalayan INDOJAYA berdasarkan Surat 
Perintah Kapolres P. Ambon dan P.P. Leasse, No. Pol. : 
Sprin/113/VI/2004 dan pada tanggal 1 Juni 2004 melalui surat 
pemberitahuan Kapolres P. Ambom dan P.P. Lease No. : 
B/176/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 kepada Kabag/Kasat 
Polres P. Ambon dan P.P. Lease agar Anggota Polisi yang masih 
memegang senjata api milik dinas sehari-hari tanpa ijin dari dinas 
segera dikembalikan dan pemberitahuan tersebut juga diketahui 
oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan senjata 
api milik dinas tersebut, dan penggunaannya tidak ada ijin dari 
yang berwenang ; 
Perbuatan terdakwa OTNIEL LAYABA alias OTIS tersebut 
diatur dan diancam pidana dengan pasal 1 ayai (1) Undang Undang 




   
 
 
Bahwa ia terdakwa OTNIEL LAYABA als OTIS pada hari 
Selasa tanggal 08 Februari 2005 sekira 05.30 WIT atau setidak-
tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2005. Bertempat di 
jalan raya depan Holday Inn Dusun Waitatiri Desa Suli, Kecamatan 
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaktidaknya disuatu 
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Ambon, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu 
nyawa seorang laki-laki bernama Ismail Pellu ; 
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut : 
 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
terdakwa ONIEL LAYABA alias OTIS membawa senjata api 
genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 
795755 atau setidak-tidaknya senjata api genggam jenis lainnya 
telah menyuruh korban Ismail Pellu untuk menghentikan 
kendaraan sepeda motor yang dikendarainya dari arah selatan Desa 
Passo menuju arah utara Desa Tulehu ; 
 Bahwa korban Ismail Pellu kemudian meperlambat laju sepeda 
motornya dan ketika sepeda motor tersebut berada sejajar dengan 
terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata api genggam 
jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 yang 
digenggamnya kearah korban Ismail Pellu lalu menarik pelatuk 
senjata api tersebut sehingga meletus dan proyektil senjata api 
tersebut mengenai bawah ketiak kanan atau setidak tidaknya pada 
bagian tubuh korban Ismail Pellu ; 
 Bahwa kemudian korban Ismail Pellu terjatuh dari sepeda motor 
yang dikendarainya ± 30 meter dari tempat terdakwa 
menembakkan senjata apinya, selanjutnya terdakwa mendekati 
tubuh korban bersama saksi Jhon Teteuka, saat itu dating saksi 
Chandra Hadi Saputra yang melihat keadaan korban dan sewaktu 
   
 
 
saksi Chandra Hadi Saputra meraba nadi pada bagian leher korban 
sudah tidak berdenyut dan dari mulut korban keluar darah segar ; 
 Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Tantui oleh saksi 
Yefta Marson Malasa dan saksi Sumarling dengan menggunakan 
mobil angkutan umum milik saksi La Toti dan stelah diperiksa oleh 
petugas rumah sakit Tantui korban Ismail Pellu memang benar 
sudah meninggal ; 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ismail Pellu meninggal 
dunia, hal ini berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan mayat 
tanggal 08 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Pimpinan 
Puskesmas Tomalehu Moh. Said Pattimura NIP 140321666, No. : 
01/SKPM/PT/II/2005 tanggal 12 Pebruari 2005 yang menerangkan 
: 
o Pada pipi kiri terdapat luka lecet bentuk lingkaran dengan 
diameter garis tengah 2 cm ; 
o Dibawah ketiak kanan terdapat luka agak hitam berbentuk 
lingkaran dengan diameter 0,8 cm dan dalamnya tidak dapat 
diduga ; 
o Pada lengan atas kiri terdapat benjolan yang berisi benda padat 
yang dapat digerkakan ; 
o Dibelakang kepala agak kebawah pada leher bagian belakang 
terdapat luka memar agak hitam ; 
o Tubuh korban bagian belakang dari kuduk sampai ke pinggang 
terdapat 6 (enam) luka memar yang sudah hitam ; 
o Pada tanggal 09 Pebruari 2005 dilakukan insisi benjolan pada 
lengan atas kiri dan ternyata isinya proyektil peluru dari bahan 
logom timah putih dengan ukuran panjang 1.5 cm, diameter 
garis tengan pangkalnya 0,8 cm, arah ujung proyektil 
kebawah/kearah siku kiri ; 
 Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit 
Bhayangkara Ambon yang ditanda tangani oleh di Rofiman, Iptu / 
   
 
 
74070799 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon 
yang menyatakan bahwa : 
o Luka tembak masuk pada paru-paru kanan ukuran 0,8 cm, 
terdapat sisa pendarahan pada segmen bawah paur-paru ; 
o Luka tembak keluar paru-paru kiri ukuran 1 cm, terdapat sisa 
pendarahan pada segmen paru-paru kanan ; 
o Sisa pendarahan pada paru-paru ; 
Kesimpulan : 
o Penyebab kematian adalah pendarahan pada paru-paru ; 
o Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistik dan Puslabfor Polri Cabang Makasar yang 
ditandatangani oleh Slamet Iswanto,ST dam Djoko Susilo,ST 
(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ; 
Dengan kesimpulan : 
 Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BB 
III dan dari data/file unit Balistik Metalurgi Forensik Cabang 
Makasar maka pemeriksaan berkenyakinan bahwa : 1 (satu) 
butir peluru bukti yang tersebut pada bab I diatas adalah anak 
peluru yang ditembakkan dengan menggunakan jenis senjata 
api yang sama dengan jenis senjata api bukti yaitu senjata api 
genggam jenis Revolver Colt Special berkaliber 38 inchi; 
Perbuatan Terdakawa tersebut adalah tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. 
SUBSIDARI : 
Bahwa ia terdakwa OTNIEL LAYABA als OTIS pada waktu 
dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, 
telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu nyawa 
seorang laki-laki yang bernama Ismail Pellu, dengan cara-cara sebagai 
berikut : 
 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
terdakwa ONIEL LAYABA alias OTIS membawa senjata api 
   
 
 
genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 
795755 atau setidak-tidaknya senjata api genggam jenis lainnya 
telah menyuruh korban Ismail Pellu untuk menghentikan 
kendaraan sepeda motor yang dikendarainya dari arah selatan Desa 
Passo menuju arah utara Desa Tulehu ; 
 Bahwa korban Ismail Pellu kemudian meperlambat laju sepeda 
motornya dan ketika sepeda motor tersebut berada sejajar dengan 
terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata api genggam 
jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 yang 
digenggamnya kearah korban Ismail Pellu lalu menarik pelatuk 
senjata api tersebut sehingga meletus dan proyektil senjata api 
tersebut mengenai bawah ketiak kanan atau setidak tidaknya pada 
bagian tubuh korban Ismail Pellu ; 
 Bahwa kemudian korban Ismail Pellu terjatuh dari sepeda motor 
yang dikendarainya ± 30 meter dari tempat terdakwa 
menembakkan senjata apinya, selanjutnya terdakwa mendekati 
tubuh korban bersama saksi Jhon Teteuka, saat itu dating saksi 
Chandra Hadi Saputra yang melihat keadaan korban dan sewaktu 
saksi Chandra Hadi Saputra meraba nadi pada bagian leher korban 
sudah tidak berdenyut dan dari mulut korban keluar darah segar ; 
 Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Tantui oleh saksi 
Yefta Marson Malasa dan saksi Sumarling dengan menggunakan 
mobil angkutan umum milik saksi La Toti dan stelah diperiksa oleh 
petugas rumah sakit Tantui korban Ismail Pellu memang benar 
sudah meninggal ; 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ismail Pellu meninggal 
dunia, hal ini berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan mayat 
tanggal 08 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Pimpinan 
Puskesmas Tomalehu Moh. Said Pattimura NIP 140321666, No. : 
01/SKPM/PT/II/2005 tanggal 12 Pebruari 2005 yang menerangkan 
: 
   
 
 
o Pada pipi kiri terdapat luka lecet bentuk lingkaran dengan 
diameter garis tengah 2 cm ; 
o Dibawah ketiak kanan terdapat luka agak hitam berbentuk 
lingkaran dengan diameter 0,8 cm dan dalamnya tidak dapat 
diduga ; 
o Pada lengan atas kiri terdapat benjolan yang berisi benda padat 
yang dapat digerkakan ; 
o Dibelakang kepala agak kebawah pada leher bagian belakang 
terdapat luka memar agak hitam ; 
o Tubuh korban bagian belakang dari kuduk sampai ke pinggang 
terdapat 6 (enam) luka memar yang sudah hitam ; 
o Pada tanggal 09 Pebruari 2005 dilakukan insisi benjolan pada 
lengan atas kiri dan ternyata isinya proyektil peluru dari bahan 
logom timah putih dengan ukuran panjang 1.5 cm, diameter 
garis tengan pangkalnya 0,8 cm, arah ujung proyektil 
kebawah/kearah siku kiri ; 
 Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit 
Bhayangkara Ambon yang ditanda tangani oleh di Rofiman, Iptu / 
74070799 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon 
yang menyatakan bahwa : 
o Luka tembak masuk pada paru-paru kanan ukuran 0,8 cm, 
terdapat sisa pendarahan pada segmen bawah paur-paru ; 
o Luka tembak keluar paru-paru kiri ukuran 1 cm, terdapat sisa 
pendarahan pada segmen paru-paru kanan ; 
o Sisa pendarahan pada paru-paru ; 
Kesimpulan : 
o Penyebab kematian adalah pendarahan pada paru-paru ; 
o Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistik dan Puslabfor Polri Cabang Makasar yang 
ditandatangani oleh Slamet Iswanto,ST dam Djoko Susilo,ST 
(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ; 
   
 
 
Dengan kesimpulan : 
 Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BB 
III dan dari data/file unit Balistik Metalurgi Forensik Cabang 
Makasar maka pemeriksaan berkenyakinan bahwa : 1 (satu) 
butir pelurubukti yang tersebut pada bab I diatas adalah anak 
peluru yang ditembakkan dengan menggunakan jenis senjata 
api yang sama dengan jenis senjata api bukti yaitu senjata api 
genggam jenis Revolver Colt Special berkaliber 38 inchi; 
Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana 




Bahwa ia terdakwa OTNIEL LAYABA als OTIS pada hari 
Selasa tanggal 08 Februari 2005 sekira 05.30 WIT atau setidak-
tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2005. Bertempat di 
jalan raya depan Holiday Inn Dusun Waitatiri Desa Suli, Kecamatan 
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaktidaknya di suatu 
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Ambon, karena kurang hati-hatinya atau kelalaiannya menyebabkan 
matinya orang bernama Ismail Pellu, perbuatan tersebut dilakukan 
dengan cara: 
 Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2005, sekitar jam 23.00 
WIT, terdakwa ONIEL LAYABA alias OTIS berada di rumahnya 
BTN Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku 
Tengah bermain Yoker sambil minum-minuman keras berupa sopi 
sebanyak 2 (dua) botol dengan saksi Jhon Teteuka,lalu sekitar 
pukul 03.00 WIT terdakwa bersama dengan saksi Jhon Teteuka 
dengan menggunakan motor dinas milik terdakwa membeli 
minuman keras berupa sopi dan melanjutkan minum-minuman 
keras sebanyak 1 (satu) botol; 
   
 
 
 Bahwa setelah selesai minum-minuman keras sopi tersebut, 
terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil senjata api 
genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 
795755 yang disimpan di dalam laci lemari pakaian terdakwa, lalu 
membawa keluar senjata tersebut dan mengajakl saksi Jhon 
Teteuka untuk pergi ke Hotel Samudera dan selanjutnya ke 
Penginapan Holiday lalu terdakwa memberhentikan sepeda 
motornya untuk mengecek apakah penginapan tersebut masih buka 
atau sudah tutup ; 
 Bahwa setelah tahu penginapan tersebut tutup terdakwa keluar dari 
penginapan dan berdiri disamping jalan sedangkan saksi duduk 
diatas sepeda motor, lalu terdakwa mencabut senjata genggan 
senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor 
senjata api 795755 dari samping kiri pinggang terdakwa dan 
mengarahkannya kearah jalan raya sambil menggencet pelatuk atau 
pemicu senjata tersebut berulang-ulang dan saat terdakwa menarik 
pemicu senjata tersebut, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan berupa 
tembakan dari senjata terdakwa dan mengenai korban Ismail Pellu 
yang sedang melaju dengan sepeda motor ; 
 Bahwa kemudian korban Ismail Pellu terjatuh dari sepeda motor 
yang dikendarainya ± 30 meter dari tempat terdakwa 
menembakkan senjata apinya, selanjutnya terdakwa mendekati 
tubuh korban bersama saksi Jhon Teteuka, saat itu dating saksi 
Chandra Hadi Saputra yang melihat keadaan korban dan sewaktu 
saksi Chandra Hadi Saputra meraba nadi pada bagian leher korban 
sudah tidak berdenyut dan dari mulut korban keluar darah segar ; 
 Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Tantui oleh saksi 
Yefta Marson Malasa dan saksi Sumarling dengan menggunakan 
mobil angkutan umum milik saksi La Toti dan stelah diperiksa oleh 
petugas rumah sakit Tantui korban Ismail Pellu memang benar 
sudah meninggal ; 
   
 
 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ismail Pellu meninggal 
dunia, hal ini berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan mayat 
tanggal 08 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Pimpinan 
Puskesmas Tomalehu Moh. Said Pattimura NIP 140321666, No. : 
01/SKPM/PT/II/2005 tanggal 12 Pebruari 2005 yang menerangkan 
: 
o Pada pipi kiri terdapat luka lecet bentuk lingkaran dengan 
diameter garis tengah 2 cm ; 
o Dibawah ketiak kanan terdapat luka agak hitam berbentuk 
lingkaran dengan diameter 0,8 cm dan dalamnya tidak dapat 
diduga ; 
o Pada lengan atas kiri terdapat benjolan yang berisi benda padat 
yang dapat digerkakan ; 
o Dibelakang kepala agak kebawah pada leher bagian belakang 
terdapat luka memar agak hitam ; 
o Tubuh korban bagian belakang dari kuduk sampai ke pinggang 
terdapat 6 (enam) luka memar yang sudah hitam ; 
o Pada tanggal 09 Pebruari 2005 dilakukan insisi benjolan pada 
lengan atas kiri dan ternyata isinya proyektil peluru dari bahan 
logom timah putih dengan ukuran panjang 1.5 cm, diameter 
garis tengan pangkalnya 0,8 cm, arah ujung proyektil 
kebawah/kearah siku kiri ; 
 Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit 
Bhayangkara Ambon yang ditanda tangani oleh di Rofiman, Iptu / 
74070799 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon 
yang menyatakan bahwa : 
o Luka tembak masuk pada paru-paru kanan ukuran 0,8 cm, 
terdapat sisa pendarahan pada segmen bawah paur-paru ; 
o Luka tembak keluar paru-paru kiri ukuran 1 cm, terdapat sisa 
pendarahan pada segmen paru-paru kanan ; 
o Sisa pendarahan pada paru-paru ; 




o Penyebab kematian adalah pendarahan pada paru-paru ; 
o Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistik dan Puslabfor Polri Cabang Makasar yang 
ditandatangani oleh Slamet Iswanto,ST dam Djoko Susilo,ST 
(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ; 
Dengan kesimpulan : 
 Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BB 
III dan dari data/file unit Balistik Metalurgi Forensik Cabang 
Makasar maka pemeriksaan berkenyakinan bahwa : 1 (satu) 
butir peluru bukti yang tersebut pada bab I diatas adalah anak 
peluru yang ditembakkan dengan menggunakan jenis senjata 
api yang sama dengan jenis senjata api bukti yaitu senjata api 
genggam jenis Revolver Colt Special berkaliber 38 inchi; 
Perbuatan terdakwa OTNIEL LAYABA alias OTIS tersebut 
melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 
KUHP. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 11 
Oktober 2005  
1. Menyatakan Terdakwa OTIS LAYABA als OTIS bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam dakwaan kesatu Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 
12 Tahun 1951 dan Ketiga Pasal 359 KUHP sesuai dengan surat 
dakwaan Nomor: PDM-091/Ambon/07/2005 ; 
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana 
penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan ; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
 1 (satu) unit sepeda motor bebek Arjuna X No. Pol. DE-3996-
AD. 
   
 
 
 1 (satu) buah jaket Levis lengan panjang ; 
 1 (satu) buah baju kaos krah lengan pendek merek Hammer 
berwarna garis putih; 
 1 (satu) kaos singlet warna putih ; 
 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru ; 
 1 (satu) buah celana dalam hijau muda merk Artex ; 
 1 (satu) buah sapu tangan warna biru merk Stanley Adam ; 
Dikembalikan kepada keluarga korban ; 
 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver Colt Special 
Caliber 38 mm dengan nomor seri 795755 ; 
 2 (dua) butir selongsong peluru 38 mm ; 
 1 (satu) butir proyektil peluru caliber 38 mm ; 
Dikembalikan kepada Polres P. Ambon dan P.P. Lease ; 
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- 
(lima ribu rupiah). 
4. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 132/Pid.B/2005/ PN.AB. 
tanggal 24 Nopember 2005 
 Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis tidak terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa 
hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan 
peledak” ; 
 Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan 
kesatu tersebut diatas ; 
 Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis tidak terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kedua primair ; 
 Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan 
kedua primair ; 
 Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis tidak terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
   
 
 
pidanapenganiayaan yang mengakibatkab orang lain mati 
sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair ; 
 Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan 
kedua subsidair ; 
 Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis terbukti secara sah 
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena 
kealpaannya menyebabkan orang lain mati ; 
 Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana 
penjara selama 4 (empat) tahun ; 
 Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
 Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
 Menetapkan barang bukti berupa : 
1. Satu unit sepeda motor bebek Arjuna X No. Pol. DE-3996-AD 
; 
2. Satu buah jaket Levis lengan panjang ; 
3. Satu buah baju kaos krah lengan pendek merek Hammer 
berwarna garis putih ; 
4. Satu kaos singlet warna putih ; 
5. Satu buah celana panjang Levis warna biru ; 
6. Satu buah celana dalam hijau muda merk Artex ; 
7. Satu buah sapu tangan warna biru merk Stanley Adam ; 
Dikembalikan kepada keluarga korban ; 
8. Satu pucuk senjata api genggam jenis Revolver Colt Special 
Caliber 38 mm dengan nomor seri 795755 ; 
9. Dua buah selongsong peluru ; 
10. Satu butir proyektil/anak peluru caliber 38 mm ; 
Dikembalikan kepada Polres P. Ambon dan P.P. Lease ; 
 Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- 
(lima ribu rupiah) ; 
   
 
 
5. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 47/Pid/2005/PT.Mal. tanggal 
12 Januari 2006  
 Menerima permintaan banding dari terdakwa ; 
 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 
Nopember 2005 Nomor : 132/Pid.B/2005/PN.AB. yang dimintakan 
banding ; 
 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat 
peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima 
ribu rupiah) ; 
6. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut 
Umum 
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta 
Pid.B.K/2006/PN.AB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan 
Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2006 
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap 
putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; 
Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2006 dari 
Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di 
kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Maret 2006 ; 
Membaca surat-surat yang bersangkutan ; 
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah 
diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 
2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 
tanggal 01 Maret 2006 serta memori kasasinya telah diterima di 
kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Maret 2006 
dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya 
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut 
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal 
dapat diterima ; 
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi pada pokoknya sebagai berikut : 
   
 
 
1. bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum khususnya dalam 
mempertimbangkan unsur “tanpa hak” dari tindak pidana dalam 
dakwaan kesatu melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 
Tahun 1951. Judex Facti menilai bahwa pada saat tertembaknya 
korban Ismail Pellu, Surat Perintah Kapolres No. : 
SPRIN/02/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perintah kepada 
Terdakwa untuk tugas pengamanan dan pengawasan pada Hotel 
Samudera, Penginapan Holiday Inn dan Penginapan Suli Indah 
masih sah dan berlaku sebagai dasar penugasan dan penguasaan 
senjata api bagi Terdakwa, sehingga unsur “tanpa hak” dalam 
dakwaan kesatu tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dibebaskan 
dari dakwaan tersebut. 
Pertimbangan tersebut telah mengesampingkan fakta bahwa 
kepemilikan senjata api oleh Terdakwa adalah dalam rangka 
pengamanan Toko Indijaya, dan selesai bertugas di tempat tersebut 
harus dikembalikan kepada dinas, dan apabila ada surat tugas baru 
di tempat/lokasi lain harus membuat surat permintaan pinjam pakai 
yang baru, sedangkan Surat Perintah Penugasan untuk pengamanan 
di Holiday Inn, Hotel Samudera dan Penginapan Suli Indah tanpa 
perlengkapan senjata api (saksi Syafrudin Ahmad, saksi Valens 
Batilmurik), sehingga penguasaan Terdakwa atas senjata api 
tersebut adalah tidak sah, apalagi pada saat itu Terdakwa dalam 
keadaan mabuk (saksi Yemima Kastanya/Suitela). 
2. Bahwa penjatuhan pidana oleh Judex Facti dengan pidana selama 4 
Tahun adalah kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, 
karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di 
persidangan telah terbukti dakwaan kesatu melanggar pasal 1 ayat 
(1) UU No. 12 tahun 1951 dan dakwaan ketiga melanggar pasal 
359 KUHP. 
7. Pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung untuk memutus perkara  
   
 
 
Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang 
diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, 
menurut pendapat Mahkamah Agung Judex Facti telah salah 
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : 
bahwa putusan Judex Facti tidak memberikan pertimbangan 
yang cukup mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang 
terungkap dipersidangan (onvoldoende gemotiveerd), sebagaimana 
ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ; 
Bahwa oleh karena itu menurut pendapat Mahkamah 
Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi 
yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Negeri Ambon dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon 
No. 47/PID/2005/PT.Mal. tanggal 12 Januari 2006 yang menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Ambon No.132/Pid.B/2005/PN.AB. 
tanggal 24 Nopember 2005 serta mengadili sendiri dengan 
pertimbangan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa dan surat-surat bukti serta alat-alat bukti lain yang diajukan 
dipersidangan, dihubungkan satu dengan lainnya, dan saling 
bersesuaian, apa yang disimpulkan Judex Facti sebagai fakta hukum, 
menurut Mahkamah Agung sudah tepat dan benar ; 
Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan Penuntut Umum 
adalah dakwaan gabungan antara dakwaan kumulasi dengan dakwaan 
subsidairitas maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu terlebih 
dahulu yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 
1951, yang unsur-unsurnya terdiri dari : 
1. barang siapa; 
2. tanpa hak; 
3. memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, 
memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 
   
 
 
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; 
4. senjata api dan peluru; 
Menimbang, bahwa kecuali dalam pertimbangan mengenai 
unsur ketiga dakwaan kesatu tersebut, Judex Facti telah 
mempertimbangkan dengan tepat dan benar, untuk itu Mahkamah 
Agung mengmbil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya 
sendiri, sedangkan mengenai unsur ketiga Mahkamah Agung 
memberikan pertimbangan sebagai berikut : 
o bahwa penguasaan senjata api oleh Terdakwa tanpa didukung 
dokumen/surat ijin dari yang berwenang, sedangkan Surat Perintah 
Pengamanan bukan merupakan ijin untuk menguasai senjata api; 
dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan kesatu telah terpenuhi 
sehingga dakwaan kesatu tersebut telah terbukti ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan 
mempertimbangkan dakwaan kedua primair terlebih dahulu, yaitu 
melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari : 
1. barang siapa 
2. dengan sengaja 
3. menghilangkan nyawa orang lain 
Menimbang, bahwa pertimbangan Judex Facti telah 
mempertimbangakan unsur kesatu tersebut dengan tepat dan benar 
untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih Mahkamah Agung 
sebagai pertimbangannya sendiri, sedangkan unsur selebihnya 
Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut: 
unsur dengan sengaja : 
bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang 
membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan 
Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk 
menghilangkan nyawa orang lain (putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 
1937), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ; 
   
 
 
unsur menghilangkan nyawa orang lain : 
bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan Judex Facti dengan 
tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair, 
untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih Mahkamah Agung 
sebagai pertimbangannya sendiri, dengan demikian unsur tersebut 
telah terpenuhi ; 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana 
dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi, maka dakwaan tersebut 
dinyatakan telah terbukti, dan dakwaan kedua selebihnya tidak perlu 
dipertimbangkan lagi ; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana 
Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan yang meringankan : 
Hal-hal yang memberatkan : 
 Terdakwa sebagai petugas kepolisian seharusnya mengayomi 
masyarakat ; 
 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra Polri ; 
 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; 
Hal-hal yang meringankan : 
 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; 
 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni isteri dan anak ; 
 Terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 19 tahun ; 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua 
primair telah terbukti, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya 
baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus 
dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberikan hukuman yang 
setimpal dengan perbuatannya ; 
Menimbang, bahwa Judex Facti telah 
mempertimbangankan mengenai barang bukti dengan tepat dan benar, 
untuk itu Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangann tersebut 
sebagi pertimbangannya sendiri ; 
   
 
 
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi 
Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah 
serta dijatuhi dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat 
peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; 
Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, 
Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 
1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang 
bersangkutan ; 
M E N G A D I L I 
Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi : 
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut ; 
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 
47/Pid/2005/PT.Mal. tanggal 12 Januari 2006 yang menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 132/Pid.B/2005/PN.AB 
tanggal 24 Nopember 2005 ; 
MENGADILI SENDIRI 
Menyatakan terdakwa Otniel Layaba alias Otis telah 
terbukiti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu 
bahan peledak” ; 
Menyatakan terdakwa Otniel Layaba alias Otis telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pembunuhan” ; 
Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 
selama 9 (sembilan) tahun; 
Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan 
dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ; 
Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
Menetapkan barang bukti berupa : 
   
 
 
1. Satu unit sepeda motor bebek merek Arjuna X No. Pol. 
DE 3996 AD ; 
2. Satu buah jaket Levis lengan panjang ; 
3. Satu buah baju kaos lengan pendek merek Hummer 
warna garisgaris putih ; 
2. Satu buah kaos singlet warna putih ; 
3. Satu buah celana panjang Levis warna biru ; 
4. Sebuah celana dalam warna hijau muda merek Artex ; 
5. Satu buah sapu tangan warna biru merek Stanley Adam; 
Dikembalikan kepada keluarga korban ; 
6. Satu pucuk senjata api genggam jenis Revolver Colt 
Spesial Kaliber 38 mm Nomor seri 795755 ; 
7. Dua buah selongsong peluru ; 
8. Satu butir proyektil/anak peluru kaliber 38 mm ; 
Dikembalikan kepada Kepolisian Resort Pulau Ambon 
dan P.P. Lease ; 
Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk 
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- 
(dua ribu lima ratus rupiah) ; 
b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 59 K/MIL/2009 
1. Identitas Terdakwa 
Nama    : RUSLI ; 
Pangkat / Nrp. : Prada / 31060362820785 ; 
Jabatan  : Ta Tandu Kima ; 
Kesatuan   : Yonif 726/Tml ; 
Tempat lahir : Pangkep ; 
Tanggal lahir : 16 Juli 1985 ; 
Jenis kelamin : Laki-laki ; 
Kebangsaan :Indonesia ; 
A g a m a   : I s l a m ; 
   
 
 
Tempat tinggal  : Asrama Yonif 726/Tml Bulujaya, Takalar ; 
2. Surat Dakwaan Oditur Militer yang diajukan dimuka persidangan 
Pengadilan Militer III-16 Makassar 
Primair : 
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat 
tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 24 bulan Juni tahun 2007 atau 
setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Kampung Butung Desa 
Mandalle Kabupaten Pangkep, atau setidak-tidaknya ditempat lain 
yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Mlliter lll-16 Makassar telah 
melakukan tindak pidana : 
"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam 
karena pembunuhan", 
Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 
2005 melalui pendidikan Secata PK Tahap ll di Pakatto, setelah 
lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kejuruan 
di Pusdikkes Jakarta, setelah lulus ditempatkan di Kesdam Vll/Wrb 
dan pada bulan Januari 2007 ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai 
sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 31060362820785. 
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2007 sekira pukul 18.00 
WITA Terdakwa pergi ke rumah saksi Jumaing (om Terdakwa) 
yang terletak di Kampung Gellenge Desa Ma'rang Kecamatan 
Ma'rang Kabupaten Pangkep, saat tiba di rumah Saksi Jumaing 
Terdakwa sudah melihat saksi Tahang dan saksi Nasrul serta saksi 
Jumaing sedang duduk di ruang tamu sambil minum Ballo (tuak) 
dan bercerita. Setelah duduk Terdakwapun ikut minum Ballo, 
sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, saksi Jumaing, saksi Tahang 
dan saksi Nasrul pergi ke daerah Desa Mandalle Kabupaten 
Pangkep dengan tujuan salah satu kafe di daerah tersebut. 
Terdakwa, saksi Jumaing, saksi Tahang dan saksi Nasrul pergi 
dengan menggunakan dua sepeda motor, sekira pukul 21.30 WITA 
   
 
 
Terdakwa beserta tiga orang lainnya tiba di Kampung Butung Desa 
Mandalle Kabupaten Pangkep. Sebelum masuk ke kafe Terdakwa 
bertemu dengan saksi Muchtar, setelah itu Terdakwa beserta 4 
orang lainnya masuk ke kafe Putri. Didalam kafe Putri saksi 
Jumaing memesan minuman bir dan Terdakwa beserta yang 
lainnya minum dengan ditemani 4 pelayan kafe. 
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2007 sekira pukul 00.30 WITA 
Terdakwa beserta 4 orang temannya keluar dari kafe karena kafe 
akan segera tutup. Setelah keluar Terdakwa duduk dibalai-balai 
depan kafe kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Jumaing 
dimana kunci sepeda motor yang dijawab saksi Jumaing bahwa 
Terdakwalah yang memegang kunci sepeda motor, selanjutnya 
Terdakwa pergi mengambil sepeda motor yang saksi parkir di 
depan kafe dan Terdakwa dorong ke pinggir jalan raya. Setelah tiba 
di pinggir jalan raya Terdakwa melihat saksi Jumaing tergeletak di 
tanah dan diduduki oleh Sdr. Askar sambil rebutan badik. Saat itu 
saksi Jumainglah yang membawa badik dan Sdr. Askar berusaha 
untuk merebut badik tersebut melihat hal tersebut Terdakwa berlari 
untuk menghampiri saksi Jumaing, saat itu Terdakwa mengira 
kalau saksi Jumaing telah terkena tikaman badik dan Terdakwa 
berusaha untuk melerai perkelahian tersebut dengan Terdakwa 
berdiri di sebelah kanan Sdr. Askar dengan posisi agak serong 
kemudian menarik tangan dan kerah baju Sdr. Askar sambil 
berkata "Ada apa ini", namun Sdr. Askar malah menendang kaki 
kiri Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan "kurang 
ajar", kemudian mencabut badik yang Terdakwa selipkan di 
pinggang kiri Terdakwa dan menikamkan badik tersebut kebagian 
dada sebelah kanan Sdr. Askar sebanyak satu kali. 
4. Bahwa Terdakwa mengetahui didalam rongga dada Sdr. Askar 
terdapat organ tubuh yang sangat vital antara lain paru-paru dan 
jantung yang jika terkena tusukan benda tajam akan menyebabkan 
   
 
 
organ tubuh tersebut tidak dapat berfungsi sehingga dapat 
menimbulkan/mengakibatkan kematian. 
5. Bahwa setelah Terdakwa menikam Sdr. Askar, Terdakwa langsung 
melarikan diri ke arah Selatan (arah Makassar) sebelumnya sempat 
singgah didepan kafe untuk mengambil sepeda motor Terdakwa 
selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong kurang lebih 
dua meter kemudian Terdakwa tinggalkan sepeda motor tersebut 
dan berlari kearah Makassar yang disusul oleh saksi Jumaing dan 
berhenti dekat jembatan. Di jembatan tersebut saksi Jumaing 
bertanya kepada Terdakwa "kenapa kau tikam orang itu" namun 
Terdakwa diam dan tidak menjawab selanjutnya saksi Jumaing 
menghentikan mobil truk yang lewat di jembatan, setelah itu 
Terdakwa dan saksi Jumaing naik truk sampai di Kecamatan 
Ma'rang selanjutnya pulang ke rumah. 
6. Bahwa badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam Sdr. Askar 
adalah memang milik Terdakwa dan telah diselipkan di pinggang 
sebelah kiri Terdakwa sebelum berangkat ke kafe. Saat itu 
Terdakwa berpakaian preman kaos warna hijau dan celana jeans 
warna hitam. Terdakwa menikam Sdr. Askar dilakukan secara 
spontan dan tidak direncanakan karena sebelumnya memang 
Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah ada masalah dengan Sdr. 
Askar dan saat itu Terdakwa hanya berusaha untuk membantu Om 
Terdakwa (saksi Jumaing) yang telah bergumul di tanah dengan 
posisi dibawah dan diatasnya ada Sdr. Askar sedangkan berebutan 
badik dan juga Terdakwa emosi niat Terdakwa melerai perkelaian 
malah ditendang oleh Sdr. Askar. 
7. Bahwa badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam Sdr. Askar 
terjatuh ditempat kejadian sesaat setelah Terdakwa menikam 
kemudian berusaha mencabut badik dari badan Sdr. Askar. Namun 
akhirnya badik tersebut dapat ditemukan oleh anggota Polres 
Pangkep. 
   
 
 
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et 
Repertum dari Puskesmas Mandalle Nomor : 389/PUSK-
MDL/Vl/2007 tanggal 26 Juni 2007 yang ditandatangani oleh dr. 
Asrianti Sdr.Askar yang akhirnya meninggal karena telah ditikam 
oleh Terdakwa mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan 
dengan panjang 3 Cm dalam 10 cm dan lebar 2 cm, memar 
dipunggung sebelah kiri, luka robek pada betis sebelah kiri panjang 
4,5 cm dalam 2 cm lebar 3 cm dan luka lecet pada ibu jari kaki 
sebalah kanan dan Sdr. Askar meninggal dunia pada tanggal 24 
Juni 2007 sekira pukul 07.00 WITA di Puskesmas Mandalle/sesuai 
Surat Kematian Kepala Desa Boddie Nomor : 06/BD/VII/2007 
tanggal 25 Juli 2007. 
Subsidair : 
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat 
tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 24 bulan Juni tahun 2007 atau 
setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Kampung Butung Desa 
Mandalle Kecamatan Mandale Kabupaten Pangkep, atau setidak-
tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan 
Mlliter lll-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : 
"Penganiayaan yang mengakibatkan mati". 
Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
1. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana dalam 
dakwaan Subsidair nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 
adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak 
pidana tersebut dalam dakwaan nomor urut 1 sampai dengan 
nomor urut 3 dakwaan Primair. 
2. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana dalam 
dakwaan Subsidair nomor urut 4 sampai dengan nomor urut 7 
adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak 
pidana tersebut dalam dakwaan nomor urut 5 sampai dengan 
nomor urut 8 dakwaan Primer. 
   
 
 
Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan 
diancam dengan Pidana dalam : 
Primair : 338 KUHP 
Subsidair : 351 ayat (3) KUHP. 
3. Tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar 
tanggal 18 Nopember 2008  
Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : 
"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam 
karena pembunuhan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan 
pidana yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP. 
Dengan mengingat Pasal 338 KUHP dan peraturan perundang-
undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini, kami 
mohon agar Terdakwa Prada Rusli NRP. 31060362820785 tersebut 
dijatuhi pidana. 
 Pidana Pokok penjara selama 4 (empat) tahun. 
Dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. 
 Pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD. 
 Kami mohon Terdakwa untuk ditahan. 
Mengenai bukti-bukti berupa surat-surat : 
a. 12 (dua belas) lembar foto copy Berita Acara Rekonstruksi yang 
didalamnya terdapat 21 lembar foto copy foto rekonstruksi 
tertanggal 24 Juli 2007. 
b. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Puskesmas 
Mandalle Nomor 389/PUSK-MDL/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 
yang ditandatangani oleh dr. Asrianti. 
c. 2 (dua) lembar foto copy Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri 
Pangkajene Nomor 54/Pen.Pid/2007/PN.Pangkajene tanggal 29 
Juni 2007 tentang persetujuan izin penyitaan barang bukti oleh 
Polres Pangkep. 
   
 
 
d. 1 (satu) lembar foto copy foto satu lembar baju warna putih 
kombinasi hitam dan satu lembar celana warna biru noda darah. 
e. 1 (satu) lembar foto copy foto badik bergagang kayu diikat 
alumunium tidak bersarung dan sebilah badik berbentuk lebar 
bergagang kayu diikat alumunium warna perak dan bersarung. 
Tetap disatukan kedalam berkas perkara perkara atas nama Terdakwa 
Prada Rusli NRP. 31060362820785 tersebut. 
Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 
4. Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : PUT/175-K/PM 
III-16/AD/XI/2008 tanggal 18 November 2008  
1. Menyatakan : Terdakwa RUSLI, Prada, NRP. 31060362820785 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana : “Pembunuhan”. 
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : 
 Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun. 
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani 
penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan. 
 Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer. 
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa : 
Surat-surat : 
a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandalle 
Nomor 389/PUSK-MDL/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 yang 
ditandatangani oleh dr. Asrianti. 
b. 2 (dua) lembar Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri 
Pangkajene Nomor 54/Pen.Pid/2007/PN.Pangkajene tanggal 29 
Juni 2007 tentang persetujuan izin penyitaan barang bukti oleh 
Polres Pangkep.  
Tersebut a dan b tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.  
Photo : 
   
 
 
a. 21 (dua puluh satu) lembar photo rekonstruksi tertanggal 24 
Juli 2007. 
b. 1 (satu) lembar photo baju warna putih hitam dan celana biru 
dengan noda darah. 
c. 1 (satu) lembar photo badik bergagang kayu diikat alumunium 
tidak bersarung dan sebilah badik berbentuk lebar bergagang 
kayu diikat alumunium warna perak dan bersarung.  
Tersebut a dan c tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya. 
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini 
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 
5. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan.  
5. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/06-
K/BDG/PMT.III/AD/II/2009 tanggal 17 Februari 2009  
Menyatakan :  
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh 
Terdakwa RUSLI PRADA Nrp. 31060362820785. 
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 
PUT/175-K/PM III-16/AD/XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008 
untuk seluruhnya. 
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada 
tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. 
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi 
putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan 
Militer III-16 Makassar. 
6. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa 
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 
APK/02/PM III-16/AD/II/2009 yang dibuat oleh Panitera pada 
Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada 
tanggal 27 Pebruari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi 
terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ; 
   
 
 
Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2009 dari 
Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai 
Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 
Nopember 2008 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer 
III-16 Makassar pada tanggal 10 Maret 2009 ; 
Membaca surat-surat yang bersangkutan ; 
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut 
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal tanggal 23 Pebruari 
2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 
tanggal 27 Pebruari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di 
kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal tanggal 
10 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan 
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan 
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi 
tersebut formal dapat diterima ; 
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : 
I. Bahwa Pemohon Kasasi Terdakwa RUSLI, sangat keberatan 
terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang 
menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, tanggal 
18 Nopember 2008 No. Put/175 K/PM16/AD/XI/2008, karena 
Putusan a quo SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU 
LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG 
DIWAJIBKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
YANG BERLAKU, dalam hal ini MENGENAI HUKUM 
PEMBUKTIAN sebagaimana digariskan dalam Pasal 185 
KUHAP, sesuai fakta dan kenyataan-kenyataan sebagai berikut : 
a. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam 
Putusannya a quo halaman 9 dstnya, mengenai pertimbangan 
terhadap keberatankeberatan Pembanding (Pertama, Kedua, 
Ketiga, dan Keempat) pada pokoknya menyatakan : 
   
 
 
Keberatan tidak dapat dibenarkan karena fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangkan atas peristiwa penikaman terhadap 
korban Sdr. Askar, saksi yang melihat kejadian tersebut 
selain Saksi 1, Sdr. JUMAING juga ada Saksi ke-9 Sdr. Fira 
satu-satunya yang melihat menikam Sdr. Askar dengan 
mengunakan badik adalah Terdakwa…. dstnya. 
b. Bahwa Pengadilan Militer III-16 Makassar, dalam 
Putusannya halaman 18 baris ke-1 dstnya ; pertimbangannya 
berbunyi : 
.... a. Bahwa pada pokoknya baik keterangan/pengakuan 
Terdakwa sendiri, keterangan saksi Fira keterangan saksi 
Syahrir Korompot, keterangan saksi Jumaing, bersesuaian 
dengan Visum Et Repertum kematian Sdr. Askar yang 
menunjukkan luka korban. 
Bahwa pertimbangan judex facti menyatakan bahwa saksi ke 
9, SDR. FlRA SATU-SATUNYA SAKSI YANG MELIHAT 
TERDAKWA MENIKAM SDR. ASKAR, ...dstnya ; 
c. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer llI-16 Makassar, 
saksi-saksi berjumlah 8 (delapan) orang, namun yang hadir 
disidang hanyalah 1 (satu) orang yang bernama JUMAING, 
sedangkan saksi FIRA, satusatunya yang mengatakan melihat 
Terdakwa menikam sdr. Askar dengan menggunakan badik, 
... -TIDAK HADIR DISIDANG, TETAPI 
KETERANGANNYA HANYA DIBACAKAN/DIKUTIP 
DARI BAP ; 
d. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 
Makassar, pada halaman 19 baris ke-30 dstnya berbunyi ; ... 
menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah 
keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain 
dapat diungkapkan,... dstnya. 
   
 
 
Namun, berdasarkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya 
terungkap disidang ialah bahwa saksi sdr. FIRA - yang 
mengatakan melihat Terdakwa menikam korban ternyata TIDAK 
HADIR DISIDANG Pengadilan Militer Ill-16 Makassar, jadi 
pertimbangan judex facti a quo bertentangan dengan ketentuan 
dalam Pasal 185 (1) KUHAP,- bunyinya : (1) Keterangan saksi 
sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang 
Pengadilan. 
--- Atas dasar fakta dan kenyataan yang diutarakan diatas, 
kiranya berdasar Hukum untuk membatalkan Putusan Judex facti 
a quo. 
II. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan 
Hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya 
yang langsung saja menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-
16 Makassar, karena Putusan a quo Salah menerapkan Hukum 
atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan 
dalam KUHAP Pasal 185 ayat (2) Keterangan seorang Saksi saja 
tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah 
terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ; Sesuai fakta 
dan kenyataankenyataan sebagai berikut : 
a. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, 
saksi-saksi yang tercantum namanya ada delapan orang yakni 
: 
1. Saksi JUMAING (hadir disidang) ; 
2. Saksi Muhammad Tahang bin Tiro (tidak hadir) ; 
3. Saksi Asrul alias Nase (tidak hadir) ; 
4. Saksi Muchtar alias Tare (tidak hadir) ; 
5. Saksi Zulfadli alias Anres (tidak hadir) ; 
6. Saksi Mega (tidak hadir) ; 
7. Saksi Syahrir Korompot (tidak hadir) ; 
   
 
 
8. Saksi Pira (tidak hadir) ; 
Mohon lihat dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 
Makassar tersebut ternyata hanyalah seorang saksi yang hadir 
disidang yakni saksi JUMAING, sedang 7 (tujuh) Orang 
Saksi, yang namanya tercantum dalam Putusan a quo TIDAK 
HADIR, padahal Majelis Hakim mendasarkan Pertimbangan 
Hukumnya dari keterangan para saksi tersebut tanpa hadirnya 
disidang Pengadilan a quo ; 
b. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada 
halaman 15 alinea terakhir, pertimbangannya berbunyi : 
... Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, 
keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan 
petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu 
dengan lainnya Majelis telah memperoleh FAKTA-FAKTA 
HUKUM yang melingkupi perbuatan Terdakwa, ... dstnya. 
Padahal kenyataannya saksi yang hadir hanya 1 (satu) orang 
saja. 
c. Bahwa dengan fakta dan kenyataan yang diuraikan tersebut a 
dan b diatas yang mendasarkan pertimbangan Hukumnya dari 
saksi-saksi yang tidak hadir disidang, tetapi mendasarkan 
keterangan para saksi pada Berita Acara Pendahuluan (BAP) 
saja – maka jelas judex facti telah lalai dan menyimpang dari 
Prinsip Peradilan Pidana yang harus mencari dan menemukan 
kebenaran materil (materieel waarhaeid) disamping 
kebenaran formil (formeel waarheid) karena mendasarkan 
pertimbangan hukumnya dari keterangan para Saksi dalam 
BAP saja. 
d. Bahwa oleh karena Saksi yang hadir disidang hanyalah 1 
(satu) orang saja yakni Sdr. JUMAING dan memberikan 
keterangannya dibawah sumpah maka secara Hukum 
persidangan tersebut hanya dihadiri seorang saksi saja maka 
   
 
 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 
April 1978 No.28 K/Kr/1997, pada pokoknya menegaskan 
"Keterangan saksi satu saja" kejahatan yang dituduhkan 
kepada Terdakwa belum dapat dianggap cukup membuktikan 
kesalahan Terdakwa. 
Berdasarkan fakta dan kenyataan yang diutarakan diatas, kiranya 
cukup beralasan Hukum untuk membatalkan Putusan judex facti 
a quo. 
III. Bahwa Pemohon Kasasi Terdakwa RUSLI, sangat keberatan 
terhadap Putusan Pengadilan Militer Ill-16 Makassar yang 
dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill 
Surabaya, karena putusan a quo salah menerapkan Hukum atau 
lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku, IN CASU KUHAP Pasal 188 
(1) dan (2), karena judex facti a quo salah menyatakan Terdakwa 
Rusli bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain sebab kenyataannya dihadapan 
sidang terbukti ada petunjuk yang kuat bahwa yang melakukan 
Tindak Pidana Pembunuhan dilakukan oleh Sdr. JUMAING, 
berdasarkan fakta dan kenyataan-kenyataan sebagai berikut : 
a. Dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tercatat saksi 
sebanyak 8 (delapan) orang tetapi yang hadir hanya 1 (satu) 
orang yaitu yang bernama JUMAING, yang memberikan 
keterangan dibawah sumpah, tetapi dalam kesaksiannya pada 
pokoknya menyatakan bahwa SAKSI TIDAK MELIHAT 
TERDAKWA MELAKUKAN PENIKAMAN TERHADAP 
SDR. ASKAR, (mohon lihat putusan Pengadilan Militer III- 
16 Mks. pada halaman 7 angka 4) ; 
b. Bahwa Saksi menerangkan pula, saat saksi (JUMAING) 
berkelahi dengan Sdr. ASKAR, saksi memang mengeluarkan 
   
 
 
badik dan sempat menikamkan tiga kali namun saksi tidak 
dapat memastikan apakah badik tersebut mengenai tubuh Sdr. 
ASKAR atau tidak, karena saksi saat itu agak mabuk karena 
telah meminum minuman keras dan Sdr. ASKAR berusaha 
merebut badik tersebut dari tangan saksi (mohon lihat 
keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Pertama halaman 
7 nomor urut 4 baris ke-40), dstnya; 
Bahwa Keterangan tersebut adalah relevan dan bersesuaian 
pula dengan keterangan JUMAING yang mengatakan telah 
menikam Sdr. ASKAR sebanyak tiga kali, dihubungkan 
dengan uraian dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas 
Mandalle No. 389/PUSK-MDL/VI/2007 tanggal 26 Juni 
2007 yang ditanda tangani oleh dr. Asriani. Luka-luka yang 
dibadan korban adalah : 
 Sdr. ASKAR mengalami luka tusuk didada sebelah kanan 
dengan panjang 3 cm, dalam 10 cm dan lebar 2 cm ; 
 Memar dipunggung sebelah kiri, luka robek pada betis 
sebelah kiri panjang 4,5 cm, dalam 2 cm, lebar 3 cm ; 
 dan luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan. 
(mohon lihat putusan a quo halaman 22 nomor urut 4). 
c. Bahwa fakta dan kenyataan-kenyataan yang jelas-jelas 
terungkap dimuka persidangan tersebut, ternyata tidak 
DIPERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim a quo, padahal 
fakta-fakta tersebut cukup jelas membuktikan bahwa 
perbuatan yang didakwakan tersebut tidak dilakukan oleh 
Terdakwa, tetapi dilakukan oleh saksi JUMAING. 
IV. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan 
Pengadilan Militer III-16 Makassar yang dikuatkan dengan 
Putusan Pengadilan Militer Tinggi lll Surabaya karena judex facti 
a quo lalai memenuhi Hukum pembuktian yang ditentukan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Terdakwa 
   
 
 
RUSLI didakwa melakukan Perbuatan Pidana yang diatur dan 
diancam dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, 
akan tetapi acara Persidangan dan Pembuktian pasal-pasal yang 
didakwakan terkesan dilaksanakan tanpa mengindahkan Hukum 
Acara Pidana mengenai Pembuktian karena walaupun baru 
seorang saksi yang hadir sudah dianggap Dakwaan telah terbukti, 
sesuai kenyataan dan faktafakta sebagai berikut : 
a. Bahwa dalam membuktikan Dakwaan Pasal 338 KUHP, 
hanyalah atas dasar keterangan seorang saksi bernama 
JUMAING ; 
b. Bahwa para saksi lainnya sebanyak 7 (tujuh) orang yang 
tidak hadir ternyata hanya seorang yang mengatakan melihat 
Terdakwa melakukan satu kali penikaman terhadap Korban, 
namun ternyata berbeda (tidak sesuai) dengan Visum Et 
Repertum karena dalam visum menyatakan luka korban ada 3 
(tiga) bagian badan korban yang mendapat luka, sehingga 
berdasar untuk dibebaskan dari Dakwaan Pasal 338 KUHP ; 
c. Mengenai Dakwaan Penggantinya, Pasal 351 ayat (3) KUHP, 
ternyata tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa 
Terdakwa melakukan perkelahian dengan korban, akan tetapi 
semua saksi baik yang hadir maupun saksi-saksi yang tidak 
hadir menerangkan bahwa Sdr. JUMAING berkelahi 
(bergumul) dengan korban, sehingga berdasar hukum 
Terdakwa RUSLI - dibebaskan dari Dakwaan Pasal 351 ayat 
(3) KUHP ; 
d. Bahwa Sdr. JUMAING selaku pelaku pembunuhan terhadap 
Sdr. ASKAR telah dijatuhi Hukuman oleh Pengadilan Negeri 
yang berwenang, sehingga, merupakan bukti bahwa 
Terdakwa RUSLI tidak melakukan Pembunuhan 
sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHP. 
7. Pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung untuk memutus perkara  
   
 
 
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah 
Agung berpendapat : 
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh 
karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) 
tidak salah menerapkan hukum ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula 
ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan 
dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari 
Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ; 
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa 
dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar 
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; 
Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 
1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 
1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah 
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan 
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta 
peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ; 
M E N G A D I L I 
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : 
RUSLI, Prada Nrp. 31060362820785 tersebut ; 
Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk 
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- 
(dua ribu lima ratus rupiah) ; 
c. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 908 K/Pid/2006 
Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim tentu mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengambil 
putusan tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan 
rasa keadilan. 
   
 
 
Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti 
secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu : 
1) Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 
2) Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Dalam prakteknya, hakim menjatuhkan putusan dengan 
mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa 
pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, 
memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya 
pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain, 
terdakwa masih muda, mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa 
mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatan 
yang dilakukannya itu. 
Pada putusan Nomor : 908 K/Pid/2006 ini dalam rapat 
permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2006 
oleh H. Muhammad Taufik,SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua 
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja,SH. dan I Made 
Tara,SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota telah diputuskan 
mengadili sendiri terdakwa Otniel Layaba alias Otis dengan menyatakan 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan 
peledak” (Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951) dan 
Menyatakan terdakwa Otniel Layaba alias Otis telah terbukti secara sah 
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” (Pasal 
338 KUHP), sehingga Terdakwa tersebut dihukum dengan pidana penjara 
selama 9 (sembilan) tahun ; 
   
 
 
Yang mana sebelumnya rapat musyawarah Mahkamah Agung itu 
telah mengadili dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon 
No. 47/Pid/2005/PT.Mal. tanggal 12 Januari 2006 yang menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 132/Pid.B/2005/PN.AB tanggal 24 
Nopember 2005. Pengadilan Negeri Ambon telah memberi putusan bahwa 
Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya 
menyebabkan orang lain mati (Pasal 359 KUHP) dan dalam perbuatannya 
itu terdakwa dihukum denganpidana penjara selama 4 (empat) tahun. Pasal 
yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yakni Kesatu : 
Pasal 1 ayai (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Kedua 
Primair : Pasal 338 KUHP, Kedua Subsidair : pasal 351 ayat (3) KUHP, 
Ketiga : pasal 359 KUHP. Dan dalam hal ini berarti Pengadilan Negeri 
hanya mengabulkan Pasal 359 KUHP yang telah didakwakan oleh 
Penuntut Umum. 
Dan pada putusan kasasi itu, oleh karena dakwaan kesatu dan 
kedua primair telah terbukti, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan 
adanya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa 
harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberikan hukuman yang 
setimpal dengan perbuatannya maka biaya perkara pada semua tingkat 
peradilan dibebankan kepada Terdakwa.  
Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu 
Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang 
meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa yaitu: 
1. Hal-hal yang memberatkan : 
 Terdakwa sebagai petugas kepolisian seharusnya mengayomi 
masyarakat ; 
 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra Polri ; 
 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; 
2. Hal-hal yang meringankan : 
   
 
 
 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; 
 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni isteri dan anak ; 
 Terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 19 tahun ; 
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, ancaman 
pidana bagi pelaku tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau 
sesuatu bahan peledak adalah pidana penjara paling lama 20 tahun, 
sedangkan dalam Pasal 338 KUHP, bagi pelaku pembunuhan diancam 
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam putusannya, hakim 
mahkamah agung menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan 
peledak” dan pembunuhan sesuai dengan dakwaan kesatu dan kedua 
primair dari Penuntut Umum telah terbukti, dan menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dikurangi 
masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Putusan  hakim 
mahkamah agung ini tentu saja telah melalui suatu proses dimana sebelum 
putusan ini dijatuhkan, hakim mahkamah agung sudah mempertimbangkan 
halhal diatas, sehingga terdakwa Oniel Layaba alias Otis dijatuhi pidana 
yang adil dan setimpal sesuai dengan tindak pidana pembunuhan yang 
telah dilakukannya terhadap Ismail Pellu sehingga putusan hakim ini akan 
mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi terdakwa. 
d. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 59 K/MIL/2009 
Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim tentu mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengambil 
putusan tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan 
rasa keadilan. 
Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti 
   
 
 
secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu : 
1) Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 
2) Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Dalam prakteknya, hakim menjatuhkan putusan dengan 
mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa 
pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, 
memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya 
pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain, 
terdakwa masih muda, mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa 
mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatan 
yang dilakukannya itu. 
Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : PUT/175-
K/PM III 16/AD/XI/2008 tanggal 18 November 2008 Menyatakan 
Terdakwa RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yaitu “Barangsiapa 
dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam, karena 
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” 
Oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP yang didakwakan 
oleh penuntut umum dalam dakwaan Primair kepada terdakwa Rusli telah 
terbukti di persidangan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dakwaan Primair, yaitu 
terdakwa telah melanggar Pasal 338 KUHP. 
Atas Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa RUSLI 
mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Militer Tinggi III 
Surabaya namun putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 
PUT/06-K/BDG/PMT.III/AD/II/2009 tanggal 17 Februari 2009 
menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar 
   
 
 
Nomor : PUT/175-K/PM III-16/AD/XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008 
untuk seluruhnya. 
Pada tanggal 27 Pebruari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan 
kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi dengan memberikan 
alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan atas 
alasan-alasan yang diajukan Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut 
Mahkamah Agung berpendapat Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat 
dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan 
Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum dan berdasarkan 
pertimbangan tadi ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak 
bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan 
kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak. Dan Putusan 
Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 59 K/MIL/2009 tanggal 28 April 2009 
memutuskan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa 
RUSLI, berarti dalam hal ini Terdakwa Rusli dikenakan Pasal 338 KUHP 
karena melakukan tindak pidana pembunuhan dan membebankan 
Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam 
tingkat kasasi.  
Dalam Pasal 338 KUHP, ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan 
adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam putusannya, hakim 
Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan terdakwa Rusli telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pembunuhan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana 
pokok dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan 
yang telah dijalani oleh terdakwa dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas 
Militer.  
Putusan hakim ini tentu saja telah melalui suatu proses dimana 
sebelum putusan ini dijatuhkan, hakim sudah mempertimbangkan hal-hal 
untuk memutus perkara, sehingga terdakwa Rusli dijatuhi pidana yang adil 
dan setimpal sesuai dengan tindak pidana pembunuhan yang telah 
   
 
 
dilakukannya terhadap Askar, sehingga putusan hakim ini akan 
mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi terdakwa. 
2. Analisis putusan hakim mengenai sanksi yang diberikan Terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Mabuk 
Pada dasarnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pelaksanaan tugas dari penegak hukum dan keadilan, baik dan buruknya 
tergantung dari manusia sebagai pelaksana tugas untuk menegakkan 
hukum dan keadilan, dalam hal ini adalah hakim, dalam menjatuhkan 
putusan harus mencerminkan keadilan, baik bagi korban, terdakwa, 
maupun masyarakat. 
Sebagai aparat penegak hukum, tugas hakim adalah melaksanakan 
peradilan, yaitu menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus setiap 
perkara yang diajukan kepadanya, meskipun perkara itu tidak jelas, tidak 
lengkap, atau bahkan sama sekali tidak ada dasar hukum yang 
mengaturnya. 
Terhadap hal yang demikian, maka hakim wajib menggali hukum, 
baik itu berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yaitu hukum 
yang hidup dalam masyarakat.hakim harus dapat memberikan keputusan 
yang seadil adilnya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada diri 
sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang 
mabuk ini, dari berbagai putusan hakim yang telah penulis teliti bahwa 
perbuatan dari orang mabuk tersebut telah dikenakan Pasal 338 KUHP 
mengenai pembunuhan. Seperti dalam putusan Mahmakah Agung nomor : 
908 K/Pid/2006, Oniel Layaba Als. Otis telah melakukan pembunuhan 
terhadap korban Ismail Pellu dan sebelumnya Oniel Layaba Als. Otis telah 
minum-minuman keras bersama temannya. Dan mengenai kasus ini 
Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan putusan menyatakan 
terdakwa Oniel Layaba alias Otis terbukti secara sah dan menyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana karena karena kurang hati-hatinya atau 
   
 
 
kelalaiannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP). Dan 
kemudian pada tingkat kasasi mahkamah agung membatalkan putusan 
Pengadilan negeri Ambon yang juga telah dikuatkan oleh putusan 
Pengadilan tinggi Ambon. Yang mana Mahkamah Agung memberikan 
putusan menyatakan terdakwa Otniel Layaba alias Otis telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak 
mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak (Pasal 1 
ayai (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951) dan Pembunuhan 
(Pasal 338 KUHP) dan Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 
9 (sembilan) tahun.  
Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung nomor : 59 
K/MIL/2009, Rusli yang merupakan anggota AD telah melakukan 
pembunuhan dengan menikam badik ke dada terhadap korban Askar, yang 
sebelumnya Rusli juga telah minum-minuman keras bersama temannya di 
kafe. Pada perkara ini Pengadilan Mlliter lll-16 Makassar telah memutus 
dengan menyatakan Terdakwa Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan memidana Terdakwa 
dengan pidana pokok 4 (empat) tahun penjara dan pidana tambahan 
dengan dipecat dari dinas militer. Dan putusan Pengadilan Mlliter lll-16 
Makassar telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi III 
Surabaya, dan kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi 
kepada mahkamah agung tetapi permohonan kasasi itu ditolak dan Rusli 
tetap dikenakan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. 
Mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang 
mabuk ini menurut pertimbangan hakim pada diri terdakwa tidak 
ditemukan adanya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka 
Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberikan 
hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dikenakan Pasal 338 
KUHP.  
Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur 
subyektif, yaitu unsur “opzettelijk” (dengan sengaja).yang merupakan 
   
 
 
unsur obyektif yaitu unsur “menghilangkan nyawa” dan unsur “nyawa 
orang lain”. Unsur-unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yaitu: 
1. Dengan sengaja (opzettelijk) 
2. Menghilangkan (beroven) 
3. Nyawa (leven) 
4. Orang lain (een eander) 
Oleh karena dalam persidangan unsur-unsur dalam Pasal 338 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa harus 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Hakim juga harus memperhatikan apakah dalam proses persidangan 
ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari 
perbuatan terdakwa. 
Apabila dalam proses persidangan hakim tidak menemukan hal-hal 
yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf 
yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan 
terdakwa, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana dan dibebani 
pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 
222 ayat (1) KUHAP). 
Apabila dalam proses persidangan hakim menemukan hal-hal yang 
dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang 
dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa, 
maka kepada terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, dan terdakwa harus 
diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Tegasnya terdakwa tidak dapat 
   
 
 
dijatuhi hukuman, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, 
apabila: 
1. Kurang sempurna akalnya atau sakit terganggu akalnya (Pasal 44 ayat 
(1) KUHP) 
2. Keadaan memaksa (overmacht) (Pasal 48 KUHP) 
3. Pembelaan darurat (nood weer) (Pasal 49 KUHP) 
4. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-undang 
(Pasal 50 KUHP) 
5. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang 





































1. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk dalam hal 
ini adalah dapat dipertanggung jawabkan secara pidana perbuatannya. 
Meskipun mabuk yang disebabkan oleh alkohol itu menyebabkan 
intoksikasi (keracunan, kebiusan) dari otak. Seolah-olah minuman itu 
mengakibatkan psychoseacuut, dengan tanda cirinya antara lain euphorie 
(perasaan, hebat, gembira), kehilangan rem-rem moril, kurang kritik 
terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap 
bahaya, konsentrasi yang sedikit, pendek kata keadaan jiwa (psychis), 
yang menjurus ketidak mampuan bertanggungjawab atau kekurang 
mampuan untuk itu. Tetapi dilihat dari perbuatannya orang mabuk tersebut 
terdapat sifat melawan hukum. Perbuatan itu masuk dalam rumusan delik 
sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Dan orang yang 
melakukann perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan 
perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas 
perbuatannya. Dalam hal ini perbuatannya telah masuk dalam rumusan 
delik Pasal 338 KUHP jika perbuatan itu dilakukan secara spontanitas dan 
Pasal 340 KUHP ketika perbuatan itu direncanakan terlebih dahulu, yang 
mana orang tersebut sengaja mabuk agar berani melakukan tindak pidana 
pembunuhan.  
2. Dari berbagai putusan hakim yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung 
nomor : 908 K/Pid/2006 dan putusan Mahkamag Agung nomor : 59 
K/MIL/2009, bagi orang mabuk yang melakukan tindak pidana 
pembunuhan, hakim dengan segala pertimbangannya yaitu Fakta-fakta 
yang ditemukan dalam persidangan; Apakah unsur-unsur dari pasal yang 
didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa telah terpenuhi; 
Terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; Adanya keyakinan 
dari hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
   
 
 
terdakwalah yang bersalah melakukannya; Apakah terdapat hal-hal yang 
dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang 
dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa; 
Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang 
meringankan terdakwa. Telah memberi putusan bahwa orang mabuk yang 
melakukan tindak pidana pembunuhan itu telah dikenakan Pasal 338 
KUHP tentang pembunuhan yakni telah memenuhi unsur-unsur yaitu 
unsur “dengan sengaja”, unsur “menghilangkan”, unsur “nyawa”, dan 
unsur “orang lain”, telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga dengan 
demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah 
melakukan tindak pembunuhan. Meskipun dalam putusan Mahkamah 
Agung nomor : 908 K/Pid/2006, sebelumnya Pengadilan Negeri Ambon 
telah memberikan putusan terhadap terdakwa Oniel Layaba alias Otis 
dengan Pasal 359 KUHP, dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi 
Ambon, namun oleh Mahkamah Agung putusan dari Pengadilan Tinggi 
dan Pengadilan Negeri itu telah dibatalkan. Karena dalam hal ini pada diri 
Terdakwa tidak ditemukan adanya baik alasan pemaaf maupun alasan 
pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus 
diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. 
B. Saran 
Demi terwujudnya cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat 
yang aman, tenteram, damai, dan bebas dari tekanan akibat rasa takut akibat 
kejahatan, maka penulis memberikan beberapa saran demi terlaksananya 
upaya untuk menekan terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Saran-saran yang penulis 
sampaikan yaitu: 
1. Seharusnya hakim dalam memberikan keputusan harus tetap berpegang 
pada fakta-fakta hukum Pasal 338 dan 340 KUHP, walaupun dalam Pasal 
44 KUHP ada alasan penghapus pidana. Hakim harus tetap memberikan 
alasan hukum pembunuhan karena mabuk dapat dipertanggungjawabkan 
   
 
 
secara pidana dan hendaknya hakim sebagai aparat penegak hukum dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang 
dilakukan oleh orang mabuk harus cermat dan teliti dalam 
mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam 
persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan akan benar-benar 
mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi terdakwa. 
2. Kepada masyarakat umum, hendaknya berperan aktif dalam rangka usaha 
penanggulangan terhadap tindak pidana, dan hendaknya jangan 
terpengaruh oleh minuman keras yang mengandung alkohol karena apabila 
dikonsumsi dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti melakukan 
tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan 
orang mabuk, karena tindakan tersebut akan merampas hak asasi manusia, 
yakni hak hidup dari orang yang dibunuh. Selain itu terhadap pelaku 
pembunuhan, akan diberi sanksi pidana yang berat sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, sehingga akan membuat pelaku jera dan tidak 
akan mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat yang lain pun tidak 
akan melakukan perbuatan itu karena tahu hukuman berat yang sudah 
menanti apabila seseorang itu melakukan tindak pidana pembunuhan dan 
harus dapat menjaga keharmonisan dan menjalin hubungan yang baik 
dengan anggota masyarakat yang lain, sehingga bisa terhindar dari 
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